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ABSTRAK

Mukhlisin Noor, 2024 “Upaya Hakim Dalam Menerapkan Cita Keadilan Pada
Kasus Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghalang
Kewarisan Saudara Di Peradilan Agama”. Tesis Program Studi
Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddig Jember. Pembimbing I: Dr. Ishag, M.Ag
pembimbing Il : Dr. Moh. Lutfi Nur cahyo, M.H.I

Kata Kunci : Cita Keadilan, Hajib Hirman, Upaya Hakim PA, KHI

Penelitian ini dilatar-belakangi oleh adanya kekaburan norma dalam
KHI pada pasal 181 dan pasal 182 mengenai kedudukan anak perempuan
sebagai penghalang kewarisan saudara mayyit. Kekaburan norma ini telah
menuntut para hakim Peradilan Agama untuk melakukan upaya agar penerapan
cita keadilan dalam putusanya menjadi lebih maksimal. Masalah ini menarik
karena putusan dan upaya yang dilakukan para Hakim terlihat kontradiktif dan
berdampak pada penerapan cita keadilan waris.

Fokus Penelitian ini mencakup: 1. Bagaimana Pandangan Para Ahli
mengenai Kedudukan anak perempuan sebagai penghalang terhadap kewarisan
saudara dalam KHI. 2. Bagaimana upaya hakim Peradilan Agama dalam
menerapkan cita keadilan dalam memutuskan masalah  kedudukan anak
perempuan sebagai penghalang (hajib hirman) kewarisan saudara.

Penelitian ini  merupakan penelitian  kualitatif  kepustakaan
menggunakan pendekatan normatif-filosofis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pandangan Para ahli Hukum
Islam Indonesia dalam memahami Kedudukan anak perempuan sebagai
penghalang Hajib Hirman terhadap hak kewarisan saudara dalam KHI
terpolarisasi menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok Pertama berpandangan
posisi anak perempuan harus mempunyai kedudukan sama dengan anak laki-
laki dalam menghijab terutama ketika mereka bersama dengan saudara.
Kelompok Kedua berpandangan anak laki-laki saja yang mempunyai
kedudukan menghijab saudara, sedangkan anak perempuan tidak.

Upaya hakim PA dalam menerapkan Cita keadilan pada kasus
kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara si mayyit
dilakukan dengan 4 (empat) hal. Pertama, Menggunakan metode pendekatan
kebahasaan/Gramatikal dan Menggunakan Metode Pendekatan Historis .
Kedua, dengan cara mengkaitkan pada living waris yang hidup dan
berkembang pada masyarakat muslim Indonesia. Ketiga, mengkorelasikan
substansi makna anak melalui penelusuran sababul nuzul. Keempat,
Menyesuaikan nilai keadilan kewarisan dengan fakta di persidangan.
Penggunan metode dan pendekatan yang variatif ini telah berimplikasi pada
kualitas penerapan cita keadilan dalam masing masing putusan Hakim di PA.
Upaya ini merupakan terobosan baru dalam mengaktualisikan cita keadilan
dalam sebuah putusan. Salah satunya karena berbeda dengan pandangan umum
dalam fikih madzhab dan pandangan umum ulama Indonesia.



ABSTRACT

Mukhlisin Noor, 2024 "Judges' Efforts in Applying the Ideals of Justice in Cases
of the Position of Girls as an Obstacle to Your Inheritance in
Religious Courts". Postgraduate Family Law Study Program
Thesis, Kiai Haji Achmad Siddiq Jember State Islamic
University. Supervisor I: Dr. Ishag, M.Ag supervisor Il: Dr.
Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H.I

Keywords: Aspirations of Justice, Hajib Hirman, PA Judge's Efforts, KHI

This research was motivated by the unclear norms in the KHI in articles
181 and 182 regarding the position of daughters as obstacles to the inheritance of
deceased siblings. This ambiguity in norms has required Religious Court judges to
make efforts to implement the ideals of justice in their decisions more optimally.
This problem is interesting because the decisions and efforts made by the Judges
seem contradictory and have an impact on the implementation of the ideals of
inheritance justice.

The focus of this research includes: 1. What are the views of experts
regarding the position of daughters as a barrier to sibling inheritance in the KHI.
2. How do Religious Court judges attempt to apply the ideals of justice in
deciding the issue of a daughter's position as an obstacle (hajib hirman) to your
inheritance.

This research is a qualitative library research using a normative-
philosophical approach.

This research concludes that the views of Indonesian Islamic Law
experts in understanding the position of daughters as an obstacle to Hajib
Hirman's inheritance rights in KHI are polarized into 2 (two) groups. The first
group believes that girls should have the same position as boys in wearing the
hijab, especially when they are with their siblings. The second group is of the
view that only boys have the position to wear the hijab, while girls do not.

The PA judge's efforts to apply the ideals of justice in the case of a
daughter's position as an obstacle to the inheritance of the deceased's sibling were
carried out in 4 (four) ways. First, using a linguistic/grammatical approach
method and using a historical approach method. Second, by linking it to living
heirs who live and develop in Indonesian Muslim society. Third, correlating the
substance of children's meaning through tracing sababul nuzul. Fourth, adjust the
value of inheritance justice to the facts at trial. The use of varied methods and
approaches has had implications for the quality of the application of the ideals of
justice in each judge's decision in the PA. This effort is a new breakthrough in
actualizing the ideals of justice in a decision. One of them is because it is different
from the general view in madzhab jurisprudence and the general view of
Indonesian ulama.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RlI Nomor: 158

tahun 1987 dan Nomor::0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
\ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es ( dengan titik atas )
z Jim J Je
z Ha H Ha (. dengan titik diatas)
z Kha Kh Ka dan Ha
2 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas)
J Ra R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye

Xi




o Sad S Es (dengan titik dibawah)
o= Dad D De (dengan titik dibawah)
L Ta T Te (dengan titik dibawah)
L Za Z Zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain ‘- Apostrof terbalik

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

S Qof Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

B Wau W We

° Ha H Ha

3 Hamzah - Apostrof

I Ya Y Ye

Hamzah (s ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka di tulis dengan

tanda ().

Xii



2. Vokal
Vokal bahasa arab, seperti vocal bahasa indonesia, terdiri atas vocal

tunggal atau monoftrong dan vocal rangkap atau diftong.vocal tunggal bahasa

arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat translasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
| Fathah A A
! Kasrah I I
\ Dammah U U

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf latin Nama
e Fathah dan ya Al Adan |
> Fathah dan Au Adan U

wau

Xiii




BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Issu tentang penerapan cita keadilan merupakan issu sentral yang sedang
mewarnai wacana tentang: bagaimana putusan hakim yang berkualitas bisa
terimplemntasikan di Peradilan Agama. Sebagaimana dimaklumi bahwa-
indikator kualitas putusan hakim- salah satunya di ukur dengan
kemampuannya dalam mengakomudir tiga cita hukum secara proporsional.
Ketiga cita hukum tersebut adalah cita keadilan (gerechtigheit), cita kepastian
(rechsecherheit) dan cita kemanfaatan (zwachmatigheit).

Problematika yang dewasa kini menjadi salah satu perdebatan di antara
umat ialah terkait dengan kewarisan Islam, yakni permasalahan terhadap
kedudukan anak perempuan yang menjaidi penghalang kewarisan sandarac
Pewaris. Pada kajian kewarisan Islam, problematika demikian
dimanfestasikan dalam materi hajib hirman, yakni kumpulan dari ahli waris
yang pada kedudukannya dapat membuat gugur ahli waris yang lain terhadak
haknya dikarenakan terdapat orang yang dianggap lebih berhak untuk

menerima. ' Adanya diferensiansi pendapat berdampak pada timbulnya

! al-hajb diklasifikasikan atas dua, yakni al-hajb bil washfi yang maknanya ialah seseorang yang
terkena hajb tersebut akan terhalang atas haknya terkait waris untuk seluruhnya ataupun hak
kewarisannya hilang. Kedua ialah al-hajb bi al-Syahkhsyi yakni hilangnya hak kewarisan
seseorang dikarenakan ada orang lain yang dianggap lebih berhak dalam menerima waris. Pada
jenis ini terbagi lagi menjadidua, yakni hajb hirman serta Aajb nugsan. Kamarusdiana, Keadilan
Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hajib Hirman terhadap Saudara
dalam Putusan Mahkamah Agung. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 15 No. 2,
Desember 2021, hal 221-232



putusan Hakim di Pengadilan, bahkan lebih komprehensif memiliki dampak
pada berbedanya rasa keadilan dari masing ahli waris,?

Berbicara mengenai keadilan sebagai cita mulia penerapan hukum,
kualitas keputusan Hakim dinilai dari rasa puas masing-masing pihak yang
bersengketa di Pengadilan. Problematika yang muncul ialah pencapaian tolok
ukur keputusan Hakim yang adil dikarenakan hukum yang melandasinya
bersifat statis sedangkan perubahan zaman menuntut respon yang bersifat
dinamis. Untuk mewujudkan keadilan di dalam Putusannya, seorang Hakim
perlu melakukan usaha yang serius dan tegas. Bagir Manan berpendapat
bahwa rumusan peraturan serta keputusan Hakim yang ideal berlandaskan
pada tiga hal, yakni Putusan haruslah dapat menjadi penyeimbang antara
materi yuridis dengan realitas di masyarakat, selanjutnya ialah keputusan
haruslah mamp memanifestasikan kesadaran yang penuh keadilan di antara
hukum serta berubahnya dinamika sosial. Terakhir, ialah Putusan haruslah
bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa dan berperkara.®

Putusan di dalam materi Kewarisan Islam menimbulkan kesulitan untuk
mencapai rasa keadilan oleh seluruh pihak. Kesulitan tersebut dilandaskan
pada ambiguitas pengaturan serta kontradiksi kenyataan terhadap adil di
dalam waris Indonesia. Pengaturan terhadap posisi anak perempuan pada
saudawa Pewaris yang terletak di dalam Pasal 1981 dan 182 KHI menurut

pandangan paraAhli serta Hakim di PA merupakan salah satu bentuk

3 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hal. 37.



problematika dengan kekaburan pasal yang menimbulkan diferensiasi
prespektif di antara Hakim terhadap perkara yang sejenis.

Seyogyanya, ada diferensiasi perspektif terkait dengan kedudukan anak
perempuan yang menjadi penghalang hak kewarisan saudara kandung
dilandasi pada perbedaan tafsir makna dari al-walad yang termaktub di dalam
Al-Nisd ayat 176. Muncul kemudian pertanyaan apakah istilah tersebut
dibataskan pada pemaknaan anak perempuan ataukah pada anak perempuan
maupun anak laki-laki Pewaris. Pada pertanyaan tersebut, ulama terbelah
pendapat tafsirnya menjadi ya, yakni oleh Ibnu Abbas yang banyak pula
disetujui para ulama ialah makna dari al-walad haruslah dipahami dengan
keberadaan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus secara kesatuan.
Dampaknya ialah anak perempuan kemudian dapat menutupi hak kewarisan
dari saudara Pewaris. Sehingga, saudara pewaris oleh Ibnu Abbas tidak dapat
dijadikan asabah.® Konsekuensi selanjutnya ialah tidak dapat disejajarkan
dengan saudara dari Pewaris yang menjadi ahli waris.®> Adapun Jumhur
Ulama yang banyak pula diikuti para ulama memiliki pendapat yang berbeda,
yakni saudara kandung dari Pewaris selayaknya juga memiliki hak untuk
mendapat harta waris yang ditinggalkan Pewaris. Anak perempuan tidak serta
merta dapat menjadi penutup yang mengugurkan hak kewarisan sandara.

Landasan para Jumhur Ulama ialah pada makna al-walad sebagaimana

4Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Penerjemah: Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka ,
2008), Jilid. 6, hal. 68

5Te-rhadap perspektif demikian, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung pada putusannya terkait
dengan kedudukan anak perempuan yang dapat menjadi penghalang hak kewarisan saudara laki-
laki Pewaris. Bila kemudian seorang Pewaris memiliki anak baik berjenis kelami laki-laki
maupun perempuan, maka hak waris dari yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris akan
tertutup kecuali Orang tua serta pasangannya baik suami maupun istri.



termaktub dalam Surat Al-Nisa’ ayat 176 yakni makna anak tersebut hanya
dibatasi pada makna anak lak-laki saja.’

Adanya perbedaan pemaknaan terhadap hajib hirman terkait kedudukan
anak perempuan di antara para Ulama tercermin pula dalam Kompilasi
Hukum Islam (selanjutnya dalam Tesis ini akan disebut sebagai KHI), dimana
KHI tetap bertahan pada pemaknaan umum anak pada kata al-walak di dalam
Nash. Hal tersebut memicu perbedaan pendapat para ahli hukum Islam di
Indonesia.

Ambiguitas norma terkait kebolehan anak perempuan sebagai hajib
hirman dapat dipandang dari Asas Keadilan Berimbang sebagai solusi dalam
penerapannya, sebagaimana selama ini telah dilakukan pada hukum
kewarisan Islam di Indonesia. Berdasarkan asas tersebut, maka terdapat
keseimbangan di antara hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan.’
Konsekwensinya, anak perempuan tidak bisa menghijab warisan saudara laki
laki si mayyit- karena asas keseimbangan menuntut adanya keseimbangan-
dimana paman harus diberi warisan karena posisinya sebagai laki laki yang

harus menaggung kebutuhan keluarganya.

6 Pendapat dari Jumhur Ulama tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan Tinggi Agaam Mataram
dalam menempatkan saudara kandung Pewaris sebagai asabah sejajar dengan kedudukan anak
perempuan. Demikian, melalui putusan tersebut, baik saudara laki-laki pewaris maupun anak
perempuannya mendapatkan hak yang sama sebagai ahlu waris sebagaimana termaktub di dalam
Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994

7 Asas Keadilan Berimbang merupakan asas yang berkorelasi dengan bagian yang dapat dterima
oleh ahli waris berhak dengan adanya perhitungan bahwa lelaki akan selalu mendapatkan dua
kali lipat dari perempuan atau dua banding satu. Harta Waris yang diterima oleh ahli waris, pada
Hukum Kewarsan Islam didasarkan tujuan untuk memlanjutkan tanggungjawab ahli waris pada
keluarganya senidir. Dimana seorang laki-laki memiliki kewajiban ganda, yakni tidak hanya
kepada diri sendiri melainkan juga pada keluarganya, demikian prosi harta waris yang
diterimanya menyesuaikan dengan beban tanggungjawab. Lihat Muhammad Daud Ali, Hukum
Islam : Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, 2011,
Jakarta, hal. 143.



Penerapan asas tersebut tidak secara sempurna menyelesaikan
permasalahan kewarisan Islam di Indonesia, yakni dengan adanya asas non-
diskriminasi yang kemudian juga turut menjadi landasan pelaksanaan hukum
di Indonesia.® Asas tersebut termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 tahun 2017. Asas tersebut hadir sebagai bentuk penyelarasan dan
realisasi kesetaraan gender di antara lelaki serta perempuan dalam hal
mengadili sebuah perkara kewarisan.’

Ambiguitas norma pada pengaturan Kewarisan Hajab Hirman anak
perempuan tidak hanya berdampak pada diferensiasi tafsir serta Putusan
Hakim di beberapa pengadilan. Namun, juga memiliki efek terkait dengan
rasa adil para ahli waris, demikian secara konkrit menimbulkan rasa khawatir
di berbagai kalangan. Sebagai Institusi sosial, peran para hakim Peradilan

Agama menjadi hal yang menentukan untuk memilih keputusan yang adil

8 Asas non diskriminasi dijadikan landasan oleh Para Hakim dlaam proses pemeriksaan dan
pemutusan kewarisan Islam, implementasinya dilihat pada tidak dibenarkannya timbul
diskrimininasi pada perempuan berdasarkan Kkultur, adat, serta praktik tradisional yang
menggunakan tafsir bias gender. Selanjutnya Hakim juga haruslah memiliki pertimbangan
terhadap kesetaraan gender maupun pandangan masyarakat terhadap sebuah gender di dalam
hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, Hakim juga harus memberikan tafsir terhadap
peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dengan memberikan jaminan
pada kesertaan gender. Adapun dampak dari Pedoman tersebut ialah anak perempuan juga
memiliki hak secara adil tanpa persangkaan bahwa kedudukannya lebih rendah daripada lelaki,
demikian memicu pemberian hak yang adil di anatara kedua gender. Lihat Amir Syarifuddin,
Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 17

Usaha realisasi hal tersebut, Perma No. 3 Tahun 2017 turut mengatur mengenai asas yang
diterapkan dalam mengadili perkara berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan
hukum, yakni adanya rasa menghargai terhadap harkat dan martabatnya, non-diskriminasi,
kesetaraan terhadap gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, serta
kepastian hukum. Dalam perwujudannya, asas-asas tersebut terkandung dalam pengaturan yang
menjadi acuan hakim dalam bersikap selama persidangan. Perma tersebut turut mengatur
mengenai dua landasan etika serta sikap hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara, yakni
sikap yang harus ditunjukkan Hakim dan selanjutnya ialah perbuatan yang perlu untk dihindari
ketika melakukan pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan perempuan berhadapan dengan
hukum. Mahkamah Agung, MaPPl FHUI, dan AIPJ 2, 2018, Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan engan Hukum, Mahkamah Agung R.1. dan AIPJ2, Jakarta, hal. 45.
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sesuai dengan perkembangan masyarakat muslim terkini. Pada level ini-
peran hakim dalam penerapan cita keadilan kewarisan haajib hirman- menjadi
hal niscaya. ° Pada level ini pula, Hakim dituntut untuk lebih aktif
mengeksplor cita keadilan dan kemanfaatan kewarisan Islam yang hidup dan
berkembang di masyarakat terkini dengan tampa meninggalkan ketentuan
formil dam meteril kewarisan Islam.

Dalam konteks ini, Hakim tidak hanya memiliki kewajiban sebagai
pengeak hukum berbasis peraturan perundang-undangan di Pengadilan,
melainkan juga memiliki tugas untuk menemukan hukum kewarisan yang
dapat mencapai salah satu tujuan hukum yakni Keadilan. Bagir Manan
menyatakan kemudian Hakim yang ideal tidak hanya terbatas pada pola pikir
cerdas, melainkan harus peka pada nilai keadilan, mampu mewujdukan
hukum positif yang komprehensif atas nila keagamaan, kesusilaan, kebiasan,
sopan santun yang telah berada di tengah Masyarakat dengan putusan
pengadilan di bawah pemeriksaanya. Hakim tidak hanya menjadi ujung
tombang peraturan perundang-undangan, melainkan mampu menempatkan
dirinya sebagai penerjemah rasa keadilan di tengah masyarakat di dalam
Putusannya.

Keadilan yang dicitakan dapat termanifestasi di dalam proses
pemeriksaan serta pembuktian yang adil dan tidak memihak pada salah satu

pihak, selanjutanya juga adanya pengakuan atas kesetaraan hak dan

19 Richo Wahyudi, Pembaruan Hukum Metodologi, tesis, Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas
Indonesia, 2011. Penegakan hukum yang ideal ialah penegakan yang selaras dengan kepastian
hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).



kewajiban di antara keduanya. Selanjutnya, keadilan juga dapat direalisasikan
melalui Putusan Pengadilan. Keadilan tersebut dapat dipahami dengan
kesesuaian putusan dengan ketentuan yang ada sehingga dapat menimbulkan
rasa adil di tengah masyarakat. Pihak yang menang kemudian dapat meminta
haknya serta pihak yang kalah memiliki keharusan untuk melaksanakan
kewajibannya sebagaimana yang termaktub di dalam Putusan tersebut.

Berpijak pada pemikiran diatas, maka research problem sekaligus
novelty penelitian ini adalah menyangkut bagaimana upaya yang dilakukan
para hakim dilingkungan Peradilan Agama dalam menerapkan cita keadilan
pada perkara status anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara
si mayyit (paman) dalam sebuah putusan.

Formulasi dari upaya penerapan cita keadilan yang dilakukan oleh
para Hakim Peradilan Agama diharapkan dapat memberikan sumbangan
teoritik tentang upaya hakim dalam mengimplementasikan cita keadilan
dalam sebuah putusan kewarisan yang selama ini masih di pandang rigid ,
walaupun hanya dalam bentuk teori kemungkinan yang berperingkat rendah
(low level probability theory), terutama yang berkenaan dengan formulasi
penerapan Cita keadilan kewarisan Islam dalam maslaaah Hajib hirman
anak perempuan terhadap kewarisan sandara .

Secara Akademik, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan
sebagai pembanding dalam kajian formulasi strategik penerapan Cita keadilan
kewarisan Islam dalam problem konflik norma penerapan kewarisan Hajib

Hirman . Sementara dari sisi praktisnya, hasil penelitian ini- nantinya



diharapkan akan melahirkan sebuah konsepsi baru dalam hal formulasi

penerapan Cita keadilan dalam kedudukan anak perempuan sebagai

penghalang (Hajib Hirman) terhadap kewarisan sandara. Untuk selanjutnya,
pada level konstribusi akademik- formulasi ini bisa dijakan sebagai rujukan

Hakim dalam memutuskan perkara Hajib Hirman anak perempuan terhadap

hak kewarisan sandara dengan berlandaskan pada cita hukum kewarisan

yang seimbang .

Rumusan Masalah

Berpijak pada pemikiran diatas, Secara garis besar, penelitian ini akan
fokus pada kajian implementasi cita hukum dalam kedudukan anak
perempuan sebagai pengahalang (kajib hirman) kewarisan sandara dalam

KHI . Secara lebih spesifik penelitian ini juga akan diarahkan pada

pengkajian tentang:

1. Bagaimana Pandangan para ahli hukum Islam Indonesia mengenai
kedudukan anak perempuan sebagai penghalang terhadap kewarisan
saudara dalam KHI ?

2. Bagaimana upaya hakim Peradilan Agama dalam menerapkan cita hukum
kewarisan yang berkeadilan dalam memutuskan masalah kedudukan anak
perempuan sebagai penghalang (hajib hirman) kewarisan saudara?

Tujuan Penelitian

Secara akademis- penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran

secara utuh mengenai dimensi cita hukum kedudukan hajib hirman anak



perempuan dalam KHI dan putusan Hakim di Peradilan Agama. Secara lebih

spesifik penelitian ini juga dimaksudkan untuk;

1. Mendapat gambaran yang utuh tentang Pandangan Para Ahli hukum
Indonesia mengenai Kedudukan anak perempuan sebagai penghalang
terhadap kewarisan saudara dalam KHI

2. Menganalisis upaya hakim Peradilan Agama dalam menerapkan cita
hukum kewarisan yang berkeadilan dalam memutuskan masalah
kedudukan anak perempuan sebagai penghalang (hajib hirman) kewarisan
saudara.

D. Definisi istilah

Kewarisan Islam: Pada penelitian ini dapat dipahami sebagai hukum
yang mengatur terkait dengan peralihan harta kekayaan peninggalan
seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada ahli warisnya
yang berhak. Adapun terhadap permindahan hak milik, yang dimkasu ialah
harta, dimana seseorang yang telah wafat secara otomatis berpindah
kepemilikannya keada ahli waris. Kewarisan Islam ini digunakan dalam Fikh
Mazhab dan KHI.

Hajib Hirman: Pada penelitian ini dimaknai pada pandangan
Kewaisan Islam, yakni merupakan seseorang yang dianggap tertutupi hak
warisnya untuk menjadi ahli waris dikarenakan terdapat ahli waris lainnya
yang memiliki hubungan kerabat lebih dekat dengan pewaris. Namun,
eksistensinya dapat memberikan pengaruh kepada porsi warisan dari ahli

waris lainnya.
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Cita keadilan hukum: Dalam penelitian ini dimaknai sebagai konsep
yang berfokus pada keseimbangan, rasa setara, serta pebuatan yang
berkeadilan bagi keseluruhan pihak di dalam sebuah sistem hukum.
Maknanya, tiap orang tidak terkecuali, tidak dipandang dari latar belakang
pribadinya baik suku, agama, jenis kelamin, orientasi seskual, maupun status
sosial juga memiliki hak yang sama di depan hukum dan wajib untuk
diperlakukan dengan adil.

Penerapan: yang maksud dalam penelitian ini adalah suatu
perbuatan hakim dalam mempraktekkan konsep Cita Hukum Kewarisan
dalam seluruh rangkaian proses pemeriksaan dan purusan perkara kewarisan
Islam untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan sebelumnya .
Sistematika Penulisan

Agar penulisan peneltian ini bisa dilakukan secara terencara dan
sistematis, maka peneliti akan mendiskripsikan alur penelitian yang
terangkum dalam sistematika berikut:

BAB | : Pendahuluan- yang mendiskripsikan latang belakang masalah
status implementasi cita keadilan dalam kedudukan anak perempuan
penghalang (Hajib Hirman)  kewarisan saudara pewaris. Kemudian
dilanjutkan dengan diskripsi Problem research, rumusan masalah dan tujuan
penelitian, kajian terdahulu tentang topik ini, dan diakhiri dengan diskripsi
metodologi yang digunakan dalam penelitian

BAB Il Kajian Pustaka yang terdiri dari topik bahasan, Pertama,

menyangku literatur Revieuw terhadap sejumalh hasil peneltian terkait
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dengan topik ini- untuk diketahui posisi dan novelty dari penelitian ini. Kedua,
kajian Teoritik mengenai Kewarisan Hijab Hirman dalam KHI, Konsep
penghalang kewarisan (Hijab Hirman) dalam kewarisan Islam, Kedudukan
anak perempuan sebagai penghalang Hajib Hirman terhadap hak kewarisan
saudara pewaris dalam Fikih Madhab, Konsep Cita keadilan, konsep
keputusan Hakim yang berdimensi Cita Hukum

BAB Ill Metode Penelitian. Pembahasan ini mencakup Pendekatan
Penelitian, Jenis penelitian Sumber data Pengolahan Data, Tehnik dan
tahapan Pengumpulan data dan Tehnik analisa data

BAB IV Penyajian Data dan analisa Data menyangku, 1. Kedudukan
anak perempuan sebagai penghalang (hajib hirman) kewarisan saudara
dalam KHI. 2. Upaya hakim Peradilan Agama dalam menerapkan cita hukum
kewarisan yang berkeadilan dalam memutuskan masalah kedudukan anak
perempuan sebagai penghalang (hajib hirman) kewarisan saudara.

BAB V Penutup yang menyajikan 1. Kesimpulan rumusan masalah 2.

Rekomentasi peneliti menyngkut akademik dan Praktis



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti, kajian tentang dimensi cita hukum
kewarisan dalam fikih madzhab dan KHI mengenai kedudukan hajib hirman
anak perempuan- masih belum banyak dilakukan. Sekalipun wacana tentang
“dimensi cita keadilan dalam regualasi dan KHI menjadi trend dalam
diskursus kajian kewarisan Islam saat ini, namun kebanyakan mereka hanya
membahas persoalan kedudukan hajib hirman anak perempuan dalam aspek
epistimologis dan aksiologisnya- tampa mengkaitkannya dengan diskursus-
filosifis dimensi cita hukum yang seharusnya terakomodir didalamnya.

Secara garis besar, kajian mengenai kedudukan hajib hirman anak
perempuan terhadap kewarisan saudara- terbagi tiga katagori. Pertama, kajian
epistimologis mengenai konsep Hijab dalam KHI, kedua, kajian tentang
implementasi konsep Hijab dalam kewarisan Islam. Ketiga, kajian tentang
stategi Hakim dalam mengimplentasin Cita keadilan dalam ketentuan hajib
hirman anak perempuan terhadap saudara.

Khusus kajian mengenai  epistimologi  konsep Hijab dalam
kewarisan Islam, telah muncul sejumlah kajian seperti yang dilakukan oleh
Muslim Djuned**dan Raja Ritonga®®. Melalui pendekatan tematis-korelatif-

dalam Risetnya Muslim Djuned menyimpulkan bahwa hijab sebagaimana

! Muslim Djuned,”Hijab dalam Kewarisan Islam Berdasarkan Hadis”, dalam Tafsir: Journal of
Qur'anic Studies, Vol. 1, No. 1, pp. hal. 67-86, January-June 2020

12 Raja Ritonga, Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep
Syajarotul Mirats, dalam TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.5 No.1 (Maret,
2022) | ISSN : hal. 2597-7962

12
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termaktub di dalam hadist Rasulullah Saw ialah sebuah sistem terkait dengan
reduksi maupun pengguguran hak ahli waris tertentu atas harta waris
dikarenakan terdapat ahli waris lainnya yang lebih diutaman maupun
terpengaruh dengan sifat terlarang terkait dengan ahli waris sehingga
menutupi dirinya sebagai ahli waris. Raja Ritonga dalam risetnya
menitikberatkan pada kajian terkait dengan kewarisan islam perspektif
syajarotul mirats. Dalam penelitiannya didapatkan bahwa hijab serta mahjub
ialah bentuk tertutupnya seseorang dalam mendapatkan harta waris atau
porsinya sebagai ahli waris dikarenakan terdapat orang lain yang lebih dekat
hubungan kerabatannya dengan Pewaris. Pada kenyataannya, ahli waris yang
terhalang terbagi atas dua sisi, yakni nugson dimana dirinya tetap berhak
mendapatkan harta waris tetapi berkurangnya porsinya, serta hirman dimana
situasinya adalah orang tersebut tidak mendapatkan harta waris sama sekali.
Dalam pandangan syajarotul mirats, ahli waris yang utama akan menutupi
eksistensi ahli waris berikutnya secara langsung.

Sedangkan kajian mengenai implementasi konsep Hijab dalam
kewarisan Islam juga telah dilakukan oleh sejumlah peneliti diantaranya
adalah: Nur Asikin*® Ahda Fithrian.** Nur Asikin fokus pada persoalan
perbandingan pandangan Antara Imam Syafi’i Dan Hazairin. Asikin dalam
penelitiannya mendapatkan pemahaman bahwa konsep hijab di antara Imam

Syafi’i dan Harizin memiliki kemiripan dengan pengakuan terhadap Asabah

B3 Nur Asikin, Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi’l
Dan Hazairin), 2011 hal. 34

4 Ahda Fithriani, Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,
dalam jurnal SYARIAH Jurnal llmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hal. 93-106
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beserta rinciannya, yakni ada hijab dzawul arham yang akan mewarisi jika
dzawul faraidh tidak ada, serta adanya asobah jika asabah tidak ada, tetapi
status orang yang menjadi dzawul faraidh bykanlah duda maupun janda,
sehingga mereka dapat menutupi dzawid arham terhadap urusan sisa yang
menimbulkan radd yakni adanya sisa terhadap pembagian yang diberikan
kepada dzawul faraidh sehingga harta waris seluruhnya digunakan
berdasarkan perhitungan faraidh.

Ahda Fithriani dalam hasil penelitiannya berpendapat bahwa KHI
merupakan manifestasi hukum islam yang bersifat kenusantaraan dengan
menekankan pendekatan magashid syariah serta berfokus pada nilai
kemasalahatan kemanusiaan, salah satunya terkait dengan perlindungan jiwa.
Adanya halangan = terhadap @ hak  waris  seseorang  dikarenakan
tindakanpercobaan dalam pembunuhan serta penganiayaan berat pada
muwaissnya, maka jiwa manusia terpelihara, hal tersebut dikarenakan Islam
sangat menghargai eksistensi dan perlindungan terhadap jiwa manusia.

Kajian yang berfokus kepada pembahasan upaya hakim dalam
mewujudkan rasa keadilan terhadap konflik norma terkait dengan hajib
hirman anak perempuan terhadap saudara dilakukan oleh Suliyono *°

Kamarusdiana. *® Raisa Ardelia, '’ Rahmadi Indra Tektona. ** Suliyono

>suliyono, Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam, hal.12

% Kamarusdiana, Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hajib
Hirman terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung, dalam jurnal Al-Manahij: Jurnal
Kajian Hukum Islam Vol. 15 No. 2, Desember,2021, hal. 221-232

7 Raisa Ardelia,Kepastian Hukum atas Asas ljbari dalam kewarisan Islam, Tesis, UNAIR,
Surabaya 2020, hal.234

18 Rahmadi Indra Tektona, kepastian hukum hak waris Islam anak dibawah umur terhadap harta
peninggalan ibunya (studi penetapan pengadilan agama nomor 0003/pdt.p/2015/pa.bdg),
EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume X, No. X, Tahun XXXX, hal.23
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menitikberatkan kajiannya pada pandangan keadilan di dalam pelaksanaan
hukum waris Islam. Ditemukan oleh Suliyono bahwa adanya pembagian waris
di dalam Islam terkandung makna keadilan yang bersifat global nila dipahami
dari sudut pandang teologi, ekonomi, dan sosial. Pada perspektif agama, rasa
keadilan hadir dengan kepercayaan dan keimanan bahwa Allah SWT akan
senantiasa mengatur syariat waris yang memberikan rasa adil pada hamba-Nya,
sehingga tidak diterima pandangan bahwa hukum waris islam tidak adil dan
diskriminasi kepada perempuan. Hal tersebut disebabkan pembuktian keadilan
berdasarkan porsinya sesuai dengan kemaslahatan.

Kamarusdiana pada kajiannya berfokus pada rasa adil di balik waris
Islam yang berfokus pada ekesistensi anak perempuan sebagai hajib hirman
terhadap saudara Pewaris di dalam praktik pengadilan melalui Putusan
Mahkamah Agung. Kamarusdiana menyatakan bahwa lbnu Abbas telah
menyetarakan posisi waris dari anak perempuan dan anak laki-laki sehingga
seyogyanya keberadaanya dapat menjadi hijab dari saudara Pewaris dalam hal
pembagian harta waris. Konsep Ibnu Abbas kemudian secara luas dijadikan
landasan Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan sebuah perkara
yang berhubungan dengan waris berlandaskan pada asas keadilan. Sedangkan
para jumhur ulama memiliki pendapat yang lain pada pemaknaan kata walad
di dalam Surah An-Nisa ayat 176. Jumhur ulama menyimpulkan tafsir dari
kata tersebut pada anak lelaki saja dan bukan anak perempuan, padahal oleh
Ibnu Abbas diartikan kata walad pada anak lekaki dan perempuan. Hakim

kemudian dalam mempertimbangkan putusanterkait dengan hak waris anak
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perempuan meletakkan hijab hirman pada saudara pewaris, sehingga
ditemykan bahwa secara lazim tidak bertentangan dengan hukum materiil di
dalam Peaturan Perundang-Undangan dan KHI.

Rahmadi Indra Tektona dalam penelitian mendapatkan hasil penelitian,
bahwa terhadap pegabulan permohona Pemohon sebagai wali dari seorang
anak akan memberikan kepastian hukum terhadap proses pengurusan harta
waris, demikian Pemohon sebagai wali dari anak tersebut memiliki landasan
hukum dalam mengurus harta waris yang jatuh pada seorang anak di bawah
umur, bahkan mejualnya dengan syarat harus selalu diberlakukan atas
kepentingan terbaik bagi sang anak yang menjadi pemilik sahk dari harta
waris tersebut. Dampak yang timbul dari adanya wali anak melalui
permohonan di Pengadilan Agama ialah munculnya rasa wajib dan
pertanggungjawaban terhadap orang tersebut yang menjadi wali dari anak
tersebut.

Dengan demikian, penelitian yang diarahkan secara khusus pada kajian
tentang implentasi Cita Keadilan dalam kedudukan anak perempuan sebagai
Penghalang saudara dilakukan penelitian. Untuk mempermudah persamaan
dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diperhatikan

dalam table berikut:

No | Peneliti | Judul Persamaan | Perbedaan Orisinalitas
Muslim | Hijab Hijab dalam | fokus  Hijab | mengkaji
Djuned dalam Kewarisan | dalam implentasi Cita
1 Kewarisan | Islam perspektif Keadilan dalam
Islam Menurut hadis | keputusan Hakim
Berdasark Rasulullah PA mengenai
an Hadis saw kedudukan anak
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perempuan
sebagai
Penghalang
saudara
Raja Teori Dan | Hijab dalam | Fokus  pada | mengkaji
Ritonga | Praktek Kewarisan | Hijab-mahjub | implentasi Cita
Hijab- Islam Dalam Keadilan ~ dalam
mahjub Kewarisan keputusan Hakim
Dalam Islam PA mengenai
Kewarisan Menurut kedudukan anak
Islam Konsep perempuan
Menurut Syajarotul sebagai
Konsep Mirats Penghalang
Syajarotul saudara
Mirats
Nur Hijab membahas | Kajian mengkaji
Asikin Dalam Perbandinga | membahas implentasi  Cita
Hukum n Antara | Perbandingan | Keadilan  dalam
Kewarisan | Imam Antara Imam | keputusan Hakim
Islam Syafi’i Dan | Syafi’l =~ Dan | PA mengenai
Hazairin Hazairin kedudukan  anak
tentang Hijab | perempuan
anak sebagai
perempuan Penghalang
saudara
Suliyono | Konsep Mengulas Kajian mengkaji
Keadilan Hijab dalam | keadilan implentasi Cita
Dalam Kewarisan | dalam Hijab | Keadilan  dalam
Hukum Islam diulas dari | keputusan Hakim
Waris Perspektif PA mengenai
Perspektif Islam kedudukan anak
Islam perempuan
sebagai
Penghalang
saudara
Kamarus | Keadilan kajian mengkaji mengkaji
diana Waris Keadilan Keadilan implentasi Cita
Islam Waris Islam | Waris  Islam | Keadilan  dalam
dalam dalam dalam keputusan Hakim
Keduduka | Kedudukan | Kedudukan PA mengenai
n Anak | Anak Anak kedudukan anak
Perempua | Perempuan | Perempuan perempuan
n sebagai | sebagai sebagai Hajib | sebagai
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Hajib Hajib Hirman Penghalang
Hirman Hirman terhadap saudara
terhadap terhadap Saudara
Saudara Saudara dalam
dalam dalam keputusan
Putusan keputusan hakim
Mahkama | hakim
h Agung
Rahmadi | Waris Kedudukan | Keadilan mengkaji
Indra Islam Anak Waris Islam | implentasi Cita
Tektona | dalam Perempuan | dalam Keadilan dalam
Keduduka | sebagai Kedudukan keputusan Hakim
n  Anak | Hajib Anak PA mengenai
Perempuan | Hirman Perempuan kedudukan anak
sebagai terhadap sebagai Hajib | perempuan
Hajib Saudara Hirman sebagai
Hirman dalam terhadap Penghalang
terhadap Putusan Saudara saudara
Saudara Mahkamah | dalam
dalam Agung keputusan
Putusan hakim
Mahkamah
Agung

Berdasarkan penjabaran tabel

sebelumnya, dipahami

bahwa

terdapat perbedaan peneltian saat ini dengan penelitian terdahulu, yang

tampak pada fokus masalah penelitian. Penelitian ini meneliti dua variabel

yaitu Bagaimana Pandangan Para Ahli Hukum Indonesia mengenai

Kedudukan anak perempuan sebagai penghalang terhadap kewarisan

saudara dalam KHI ?, Bagaimana upaya hakim Peradilan Agama dalam

menerapkan cita hukum kewarisan yang berkeadilan dalam memutuskan

masalah kedudukan anak perempuan sebagai penghalang (kajib hirman)

kewarisan saudara?
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B. Kajian Teori
1. Konsep penghalang kewarisan dalam kewarisan Islam

Hijab * menurut syara’ berarti halangan untuk mendapatkan
warisan- baik keseluruhan atau sebagian karena adanya pewaris lain.?
Dalam konteks figh mawaris, istilah Hijab merujuk pada terhalangnya
ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya karena adanya ahli waris yang
lebih dekat.”* Penghalang oleh ulama didefinisikan sebagai sebuah situasi
maupun sifat yang membuat seorang ahli waris tidak mendapatkan ha
katas harta waris walaupun dirinya telah memenuhi syarat ahli waris
terkait sebab, rukun, serta syarat untuk mendapatkan hak waris, maknanya
pada awalnya dirinya ialah seseorang yang memiliki hak atas harta waris,
tetapi pada situasi tertentu gugur haknya tersebut.?? Orang yang menjadi
penghalang kemudian dikenal dengan istilah hajib, sedangkan seseroang
yang terhalang haknya disebut dengah mahjub, serta situasi yang disebut
sebagai penghalang dikenal dengan hijab.?

Konsep hijab di dalam kewarisan islam dilandaskan pada konsep
kerabat seerta keutamaan, yang memiliki makna bahwa kekerabatan yang
lebih dekat dengan Pewaris diprioritaskan dibandung dengan kerabat yang
jauh. Melalui pemahaman tersebut, kerabat yang berkedudukan di tingkat

pertama atas nashabnya dengan pewaris kemudian tidak akan terhalang

19 Kata Hijab merupakan bahasa arab- yang akar katanya berasal dari kata hajaba yahjibu berarti
tabir, dinding, halangan, dalam pengertian lainnya secara bahasa Hijab juga dapat di artikan al-
man’u (larangan) dan as-satr (menutupi).

0 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, jld. 111, (Beirut: Dar al-kitab al-Arabi. 1984), hal. 202

2! Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Figih Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 118.

22 Sukris Sarmadi, 1997: hal. 28

2 Ahmad Rofig, Figh Mawaris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993), hal. 71
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oleh siapapun, sedangkan ahli waris tingkat kedua akan tertutup hak
kewarisannya dikarenakan terdapat eksistensi dari hali waris di tingkat
pertama. Contohnya pada situasi dimana Ayah menjadi penghalang bagi
kakek dalam mendapatkan harta waris dikarenakan kekerabatan kakek
lebih jauh dibanding Ayah terhadap Pewaris. Bila kemudian tidak adanya
Ayah, maka kakek lah yang berhak untuk mendapatkan harta waris. Pada
kondisi lainnya, ialah bila suaminya yang pada mulanya memili hak waris
setengah dari istrinya yang wafat bila mereka tidak memiliki keturunan.
Namun, bila keduanya memiliki anak maka suami akan terhalang hak
warisnya pada porsi sejumlah setengah tersebut dna berkurang menjadi
seperempat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa seorang ahli waris dapat
berkurang porsinya dengan eksistensi ahli waris lainnya.?

Sebenarnya terdapat beberapa istilah lain yang searti dengan
pengertian Hijab , vyaitu: 1) Mawani’ul ’irs. Istilah ini merujuk pada
penyebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan seperti
sebab membunuh, beda agama dan lainnya. 2) Hirman, dapat dimaknai
sebagai terutupinya seseorang dalam mewarisi dikarenakan terdapat salah
satu penghalang yakni tindakan pembunuhan, artinya seorang anak yang
melakukan pembunuhan tidak dapat mewarisi dikarenakan perbuatan yang
dilakukannya. Orang yang tertutupi disebabkan karakteristik terkait tidak
mentupi orang lain, maka dianggap sebagai tidak ada. Seseorang yang

wafat dan memiliki anak yang kemudian melakukan pembunuhan, maka

24 Amin Husein Nasution, Hukum kewarisan: Suatu Analisis Kompiratif Pemikiran Mujtahid dan
Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.. 82
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dianggap anak tersebut tidak ada sehingga hanya isteri dan ayah Pewaris
saja yang memiliki hak dalam mendapatkan harta waris. 3) Al-Man 'u ialah
terhalangnya seseorang dikarenakan dirinya terdapat karakteristik oleh
syariat sehingga gugur hak warisnya dalam sistem pewarisan.

Seyogyanya, baik Mawani'ul ’irs, Hirman, maupun Al-Man'u
memiliki definisi yang sama, tetapu pada istilah untuk tertutupinya
seseorang pada haknya mendapatkan harta waris dikarenakan
Mawani’ul ’irs dimaknai lebih kuat terhalangnya dibanding dengan sebab
hijab. Hal tersebut dikarenakan terhalangnya berdasarkan Mawani ul ’irs
tidak hanya menghalangi haknya dalam mendapatkan warisan, tetapi juga
sebab dari hilangnya hak secara keseluruhan sebagai hali waris. Hal
tersebut berbeda dengan hijab yang hanya menghalangi bukan
menghilangkan hak seseorang sebagai ahli waris.

Pasal 185 KHI diatur mengenai kedudukan ahli waris yang telah
terlebih dahulu meninggal sebelum Pewaris, dimana posisisnya dapat
disubstitusikan kepada anaknya, kecuali yang telah diatur di dalam Pasal
173 terkait dwngan ahli waris yang terhalang dalam mendapatkan warian.
Adapun ahli waris pengganti terhadap porsinya tidak boleh lebih banyak
daripada ahli waris sederajat.

Hijab dapat dimaknai sebagai hujub yang tentunya berbeda makna
dengan hirman. Hirman dapat didefinisikan sebagai situasi dimana
seseorang terhalang untuk mewarisi dikarenakan salah satunya melakukan

tindakan pembunuhan, artinya seorang anak yang melakukan pembunuhan
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tidak dapat mendapatkan waris dikarenakan perbuatannya. Orang yang
kemudian terlarang akibat dari persyaratan menghijab orang lain, dianggap
tidak ada dan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Seseorang yang
meninggal dunia dan memiliki anak yang melakukan pembunuhan maka
yang berhak menjadi ahli waris hanyalah istri dan ayahnya, dan bagianya
seakan-akan mereka tidak memiliki seorang anak.

Adapun yang tidak masuk pada golongan hujub terkait dengan
porsinya dari ashabul farudh dikarenakan orang yang sejenis berkumpul di
saat sendiri, misalnya ialah para istri. Mkasudnya ialah Bagian istri jika
hanya satu adalah seperempat atau sepederlapan, tetapi bila Pewaris
memiliki istri lebih dari satu, mereka seluruhnya mendapatkan bagian
yang sama, termauk pula pada pengurangan porsi dikarenakan aul saat
porsi tersebut bertambah dari asal. Meksipun hijab serta al-man 'u dlaam
terminologinya memiliki makna yang sama, tetapi ulama berpendapat
terdapat perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Maknanya seseorang
dapat menjadi kerabat dari Pewaris, suami, hingga majikannya, tetapi tidak
serta merta mendapatkan bagian apapun, dikarenakan pada dirinya
terdapat karakteristik yang menyebabkan dirnya dilarang dalam
mendapatkan waris. Karakteristik yang mengugurkan hak waris seseroang
ialah ketika orang tersebut melakukan pembunuhan, beda agama, ataupun
merupakan budak sedangkan sang Pewaris adalah orang yang merdeka.
Orang yang dilarang dalam hal pewarisan dikarenakan dirinya memiliki

salah satu dari karakteristik yang dilarang dalam mendapatkan waris
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hingga dirinya gugur sebagai ahli waris. Pada suatu situasi, seseorang
merupakan kerabat dari Pewaris, dirinya sebagai ahli waris telah sesuai
dengan rukun dan syarat serta tidak memiliki sifat yang terlarang, bisa jadi
tidak mendapatkan warisan dikarenakan terdapat ahli waris lain yang lebih
diprioritaskan daripada dirinya.

Bila seseorang yang terlarang dalam mendapatkan warisan
memiliki karakteristik sebagaimana yang telah dijabarkan sebelymnya,
maka seseorang tersebut disebut sebagai seseorang yang gugur dalam hal
kewarisan. Hanafiyah menyebut mereka dengan nama mahruman.
Sedangkan seseorang yang tidak mendapatkan hak warisnya dikarenakan
adanya seseorang yang lebih diutamakan, meskipun dia memiliki
karakteristik untuk menjadi ahli waris yang berhak mendapakan warisan,
maka dikenal dengan istilah mahjub, dan hirman-nya ialah hijaban.?

Hijab oleh Para ulama diklasifikasikan atas dua, yakni al-Hajb bil
washfi dan al-hajb bi al-Syakhsyi. Hajb bil washfi ialah seseorang yang
tertutupi dalam mendakan hak kewarisanya secara penuh maupun hak
warisnya menjadi hilang disebabkan oleh perbuatan tertentu atau berada
pada kedudukan yang tertentu hingga hilang hak mereka dalam kewarisan.
Pada ulama madzhab menyakit 4 keadaan yang dimaksud, yakni tindakan
membunuh, perbudakan, berlaian agama, berlainan negara, serta anak dari
hasil zina. Al-hajb bi al-Syakhsyi didefinisikan hilangnya hak waris dari

seseroang disebabkan adanya ahli waris lain yang lebih diutamakan dalam

% Shahih Sunan Ibnu Majah/Muhammad Nashiruddin Al Al-bani ; penerjemah, Ahmad Taufig
Abdurrahman; editor, Besus Hidayat Amin, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal.. 540
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penerimaan warisan. Al-hajb bi al-Syakhsyi diklasifikasikan kembali
menjadi dua, yakni hajb hirman serta Aajb nugsan.

Ulama fikh berpendapat bahwa beberapa hahli waris tidak dapat
terhalang haknya kecuali bila ada yang mengahalangi, yakni suami dan
istri. Keduanya akan selalui menjadi ahli waris yang tidak tertutupi untuk
mendapatkan warisan dan tidak pula menjadi hijab bagi ahli waris lainnya.
Namun, porsi hak warisan suami akan berbeda tergantung pada
keberadaan anak di dalam keluarga mereka, bagiannya dapat berkurang
bila kemudian memiliki anak bersama Pewaris. Contohnya dalam sebuah
situasi dimana hak waris dari seorang kakek tertutupi dengan kehadiran
ayah sebagai ahli waris, seorang cucu terhalang kewarisannya dikarenakan
terdapat anak, saudara seayah tertutupi hak warisnya karena eksistensi
saudara kandung, seorang nenek akan terhalang hak warisnya dari ibu, dan
selajutnya yang relevan. Masuk pula dalam jenis hijab hirman ialah
kedudukan cucu yang ayahnya meninggal terlebih dahul dari kakek, yang
akan diwarisi bersamaan dengan saudara dari sang ayah. Demikian, dapat
dipahami bahwa hijab hirman merupakan terhalangnya ahli waris dalam
mendapatkan hak warisnya terhadap harta warisan, misalnya pada situasi
dimana cucuk lelaki akan tertutupi bila kemudian Pewaris memiliki anak
lelaki serta cucu perempuan dari garis keturunan lekaki, dimana ahli waris
tersebut juga akan tertutupi bila Pewaris memiliki anak lelaki serta anak

perempuan sebanyak dua orang maupun lebih.
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Hijab hirman dalam konsepnya memiliki ahli waris yang tidak
seluruhnya terhalang haknya kecali bila adan penghalang, yakni suami dan
istri. Keduanya akan selalui menjadi ahli waris yang tidak tertutupi untuk
mendapatkan warisan dan tidak pula menjadi hijab bagi ahli waris lainnya.
Namun, porsi hak warisan suami akan berbeda tergantung pada
keberadaan anak di dalam keluarga mereka, bagiannya dapat berkurang
bila kemudian memiliki anak bersama Pewaris. Sedangkan hijab nugshan
merupakan terutupinya hak waris seseoran dalam hal mendapatkan bagian
terbanyak, dalam sebuah situasi ialah tertutupinya hak waris terhadap ibu
yang awalnya sepertiga menjadi seperenam dikarenakan Pewaris memiliki
anak. Selanjutnya berkaitan juga dengan tertutupinya suami sebagai ahli
waris untuk mendepatkan setengah bagian dan berkurang menjadi
seperempat, atau istri yang awalna mendapatkan seperempat menjadi
seperdelapan dikarenakan Pewaris memiliki anak, dan sebagainya yang
relevan® Dalam konsep faraid, kata al-hajb disebutkan tanpa ada kata
lainnya yang mengikuti maka memiliki makna sebagai hajb hirman, dan
hal tersebut lazim dilakukan serta tidak dicampurkan dengan definisi dari
hajb nugsan. Terdapat ahli waris yang dapat terkenal hijab hirman, ialah
anak kandung berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, bapak, ibu,
suami, dan sitri. Bila kemudian Pewaris meninggalkan salah satu maupun

keseluruhannya, maka berhak mereka atas warisan.*’

26 Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2013: hal. 81

2" Muhammad Ikbal ,HiJab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur’an dan al-Hadits (Analisis
Terhadap Perbedaan Figh as-Sunnah dan KHI) Jurnal At-Tafkir VVol. X1 No. 1 Juni 2018, hal.
132
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2.Kedudukan anak perempuan sebagai penghalang Hajib Hirman
terhadap hak kewarisan saudara pewaris dalam Fikih Madhab.

Para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai kedudukan anak
perempuan sebagai penghijab (pegahalang) saudara si mayyit. Perbedaan
ini muncul akibat dari perbedaan pemahaman terhadap makna al-walad
yang terdapat dalam ayat dan hadist - khususnya Nash yang terdapat dalam
surat Al-Nisa’ ayat 176.

Secara garis besar perbedaan ulama tersebut mengerucut pada dua
pandangan yaitu Pendapat Jumhur Ulama dan pendapat Ibnu Abbas.
Diantara landasan Nashh yang memicu terjadinya perbedaan pendapat

adalah ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 176:
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Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah
(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dania tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak
sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
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Kemudian Surat An-Nisa’ ayat 12 mengenai kalalah:
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Artinya: “....jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan
anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu
lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang
sepertiga itu setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya
atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak
menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan
Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Ibnu Abbas memiliki pendapat bahwa seyogyanya anak
perempuan dapat menutupi hak waris dari saudara perempuan
sehingga tidak dapat dijadikan sebagai asabah terhadap anak
perempuan? Pandangan lbnu Abbas merujuk pada firman Allah

Ta’ala Q.s. Al-Nisa’ ayat 176

%8 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Penerjemah: Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka ,
2008), Jilid. 6, hal. 68.
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Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)
Katakanlah:"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah
(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supazya kamu tidak
sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat* terdapat penegasan terhadap situasi dimana Pewaris
tidak memiliki anak, sehingga saudara baik lelaki maupun perempuan dari
pewaris tersebut yang memiliki hak untuk mendapatkan harta waris.
Mafhum mukalafah atau pemaknaan yang kontradiksi terhadap ayat
tersebut menghasilkan pemahaman bahwa seseorang yang telah meningga

dan memiliki anak, maka tertutup hak waris dari saudara Pewaris baik

2 Q.s. Al-Nisa’ ayat 176

%0 At-Tabari berpendapat terkait dengan eksistensi Suran An-Nisa ayat 12 terhadap pemaknaan
ayat. Kasualitas dari keberadaan ayat tersebut dilandaskan pada pengaduan Sa’ad kepada
Rasulullah Saw atas situasi dimana saudara dari Sa’ad mendapatkan seluruh warisan tanpa
adanya sisa yang dibagikan kembali kepada anak perempuanya, dimana situasi ini terjadi pasca
perang uhud. Pada riwayat yang lain ditemykan bahwa muasal turunnya ayat ialah sebagai
penjelas terhadap konsep anak kecil maupun orang dewasa yang mndapatkan hak waris, serta
berdasarkan konsep tersebut tradisi jahiliyah terkait pemberian warisan kepada seseorang yang
berperang dan melakukan pembunuhan atas musuhnya dihilangkan.
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sebagian maupun keseluruhannya. Dikatakan bahwa bila seorang cucu
perempuan dari anak lelaki tersebut ada, maka saudara perempuan tidak
dapat hak kewarisannya disebabkan keberadaan dari anak perempuan.®*
Terhadap riawayat hadis yang diterima Ibnu Abbas dinyatakan
terkait sabda Rasulullah Saw. Perihal sisa dari harta waris yang diberikan
porsinya kepada mereka yang memiliki hak berlandasakan pada furudun
mugaddarah-Nya. Adapun sisa dari harrta tersebut diberikan kepada ahli
asabah yang berjenis kelamin lelaki saja. Hal tersebut sesuai dengan hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan dari lbnu Abbas dan
berasal dari Nabi Saw bahwa terhadap porsi dari waris yang telah pas
pembagiannya kepada yng berhak, maka sisa yang ada akan diberikan
kepada kerabat yang paling dekat dan merupakan seorang lelaki.*
Mengacu pada beberapa dalil tersebut, dipahami bahwa Ibnu
Abbas memiliki pandangan terkait yang dimaksud dengan kata walad pada
ayt tersebut tidak hanya pada makna anak lelaki saja melainkan juga pada

anak perempuan. Terhadap substansi demikian, Ibnu Abbas menyatakan:

Y )als 4l el e Yl el ¢ (Casall Il (3
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Dengan demikian, dalam pandangan Ibnu Abbas baik anak lelaki

maupun perempuan memiliki kedudukan yang dapat menutupi saudara
kandung Pewaris dalam hal mendapatkan harta kewarisannya. Walad

dimaknai oleh Ibnu Abbas sebagai setiap anak, baik anak lelaki maupun

31 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Jilid. 6, hal. 69.
%2 Achmad Kuzari, Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 89.
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perempuan. Dmikian, dalam definisi kalalah yang termaktub dalam Ayat
12 dan 176 Surah An-Nisa terkait dengan situasi dimana seseorang yang
telah meninggal dan tikdak memiliki anak baik lelaki maupun
perempuan.® Ibnu Az-Zubair menyatakan terkait dengan pendapat oleh
Ibnu Abbas, demikian Asl-Aswad bin Yazid memberikan kabar kepada
dirinya terhadap Mua’adz yang memberikan pembagian porsi harta dibagi
atas keduanya.>* Pendapat tersebut demikian juga disetujui dan digunakan
oleh Daud serta kelompok ulama lainnya.*®

Ibnu Abbas selain pada pandangan tersebut, berladaskan pada
pemaknaan kata walad di dalam Al-Quran yang digunakan dalam
pengertian umum anak lelaki dan perempuans ebagaiman terlihat di dalam

Ayat 11 surah An-Nisa, yakni:
G il S ok geoYl b i S3U p—‘=:*‘-b R IBA Y

P
o /},.‘ & - o 2%
375G (gl i
o J*

Artinya: “Allah wajibkan kamu tentang “awlad” (anak-anak kamu), buat
seorang anak laki-laki (adalah) seperti bagian dua anak

”»

perempuan... .
Kata awlad dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak

perempuan. Sejalan dengan anak perempuan tersebut, maka kata walad

% Haziri mendefinisikan kalalah sebagai seseorang yang meninggal dunia dan tidak memiliki anak.
Termaktub dalam surah An-Nisa Ayat 11 bentuk jamak dari kata walad yakni awlad dan
dinyatakan secara tegas bahwa walad tidak menutup kemungkinan pemaknaan pada anak lelaku,
perempuan bahkan keduanya, ataupun tidak sebagaimana di dalam kalimat “fa“in kunna
nisd’an "Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, cet. VI, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia,
1982), hal.. 50

% Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Jilid. 6, hal. 69.

% Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Penerjemah: Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka ,

2008), Jilid. 6, hal. 68
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dalam ayat 176 surah An-Nisaa tersebut di atas, menurutnya juga
mencakup anak laki-laki dan perempuan.

Tafsir dari kata walad di dalam ayatbtersebut berkaitan dengan
eksistensi anak lelaki dan perempuan. * Sehingga, oleh Ibnu Abbas
dinyatakan eksistensi anak perempuan selazimnya dapat menghalangi hak
kewarisan dari saudara perempuan. Dampak yang ada ialah Ibnu Abbas
tidak menempatkan saudara sebagai asabah terhadap anak perempuan.

Terhadap pandangan tersebut dalam analisa dilalatu al nash atau
bersandar pada teori implikasi dari nash secara tekstual ditemykan bahwa
Ibnu Abbas menafsirkan nash berdasarkan pendekatan gramatikal yang
menafsirkan walad pada pengertian umum yakni anak lekaki dan juga
perempuan, walaupun spade hakikat yang syar’l, kata dari walad hanya
didefinisikan sebagai anak lelaki. Bila melihat pada tintkat jelesannya,
maka lbnu Abbas mengklasifikasinnya dalam lafza az-zahir. Dipahami
kemudian, lbnu Abbas memandang anak perempuan mampu unyuk
menjadi penutup bagi hak kewarisan saudara perempan, tetapi tidak dapat
menghalangi hak kewarisan dari saudara lelaki. Ibnu Abbas di dalam kitab
Ath-Thabari dinyatakan memiliki pendapat terkait dengan definisi dari
kalalah yakni seseroang yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki
anak maupun ayah. Ibnu Abbas selanjutnya menyatakaj ayat tersebut
ditujukan guna menghilangkan tradisi jahiliyah terkait dengan situasi

dimana harta waris hanya diberikan kepada lelaku, dab wasiat diberikan

% gatria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 11, hal.. 303
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hanya kepda orang tua serta kerabatnya. Eksistensi dari Ayat tersebut,
yakni Ayat 11 Surah An-Nisa menjadi landasan kesetraan antara anak
lelaki dan perempuan dalam hal hak kewarisannya sebagai ahli waris.

Pandangan tersebut diamini oleh Daud serta kelompok ulama
lainnya, dengan pendapat didasarkan pada Ayat yang bermakna pada
intinya menyatakan bila seseorang telah meninggal dunia dan tidak
memiliki anak tetapi memiliki suadara perempuan, maka saudara
perempuannya tersebut akan mendapat bagian sebanyak setengah dari
harta warisa. Demikian, saudara perempuan tidak mendapatkan haknya
dalam mewarisi jika terdapat anak dari Pewaris. Dipahami kemudian
bahwa Ibnu Abbas memiliki perspektif terhadap kedudukan anak
perempuan yang dapt menutup hak kewarisan dari saudara perempuan,
tetapi tidak dapat menghalangi hak waris dari saudara laki-laki.

Pendapat dari Ibnu Abbas tersebut selaras dengan Riwayat Hadis
terkait dengan sisa harta yang telah dibagi pada mereka yang memiliki hak
untuk menerimanya berlandaskan pada porsinya sesuai perhitungan yang
telah diatur di dalam nash. Adapun sisa tersebut oleh Ilbnu Abbas
diberikan kepada ahli waris yang berjenis lelaki saja, dan hanya lelaki.
Demikian, berdasarkan pandangan dari Ibnu Abbas, kata walad
didefinisikan sebagai anak lelaki dan juga perempuan. Pendapat dari Ibnu

Abbas disetujui oleh para Ulama Syiah.*’

% Ahmad Kuzari, Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak milik Atas Harta Tinggalan, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 89.
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JUmhur Ulama memaknai kata walad di dalam ayat tersebut
sebagai seorang anak lelaki saja, artiya anak perempuan tidak masuk
dalam pengertian kata tersebut. Para jumhur ulama memaknai kata di
dalam Ayat 11 dan 12 tersebut berlandaskan pada pemahaman bahwa
zhawil furudh telah mendapatkan hak porsinya baik bagi anak lekaki, anak
perempuan, hingga sadara perempuan yan sekandung. Pada AYat 11
tersebut tidak dijelaskan mengenai pemaknaan anak perempuan yang
dapat menutupi hak kewarisan dari saudara laki-laki ataupun perempuan.
Hal tersebut dilandasi pemikiran Jumhur bahwa anak perempuan lazimnya
telah mendapatkan penentuan porsinya, yakni sebanyak setengah. Bila
kemudian terdiri lebih dari dua, maka hak warisnya berkurang menjadi
duapertiga dari seluruh harta waris. Pandangan tersebut diamini oleh Amis
Syarifuddin dengan landasan hadis dari Huzail bin Surabbil yang pada
maknanya ialah mengenai kejadian dimana ada yang bertanya kepada Abu
Musa terkait dengan situasi waris bagi seorang anak perempuan, cucu
perempuan, dan saudara perempuan. Dijaab kemudian bahwa anak
perempuan berhak atas setengah dan saudara perempuan kepada setengah.
Selanjutnya didatangi pula Ibnu Mas’ud terhadap pertanyaan yang sama
dan jawabanya didasarkan pada yang telah ditentukan Rasululah Saw,
yakni anak perempuan mendapatkan setengah bagian, cucu perempuan
sebanyak seperenak dan bila sebagai pelengkap sebanyak dua pertiga,

serta sisanya diberikan kepada saudara perempuan.
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Secara redaksional, hadis tersebut dipahami bila seorang Pewaris
hanya memiliki anak perempuan dan saudara perempuan saja maupun
pada situasi hanya terdapat anak pemrepuan dan cucu peremuan saja,
maka pada keduanya akan mendapatkan hak dalam menghabiskan
keseluruha harta warisan. Demikian, disimpulkan bahwa eksistensi dari
anak perempuan oleh jumhur ulama tidak akan menjadi penghalang bagi
ahli waris lainnya.® Perspektif dari jumhur ulama tersebut selaras dengan
pendapat yang memaknai kalalah sebagai sesorang yang tidak memiliki
ayah ataupun anak lelaki, demikian disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan kata walad dalam ayat kalalah ialah merujuk pada anak lelaki. ¥
Beberapa ahli memiliki pendapat bahwa pandangan Jumhur Ulama
dipengaruhi oleh kata walad di dalam penggunaan kesehariannya yang
selalu dikonotasikan dengan anak lelaki. Adat bahasa arab, kata walad
selalu diasosiasikan dengan eksietensi anak lelaki saja. Meskipun bila
melihat dengan hakikat penggnaan syar’inya, walad dimaknai sebagi anak
lelaku dan juga anak perempuan, tetapi bagi para jumhur ulama hanya
anak lelaki yang dapat menghalangi segala bentuk koneksi pada kewarisan.

Ulama Zhairi turut memberikan pandangan yang selaras dengan
jumhur ulama terkait denga kedudukannya yang tidak dapat menjadi
penghalang bagi saudara lelaki. Selanjutnya juga selaras dengan ulama
Syi’ah yang memandang anak perempuan hanya dapat menjadi

penghalang hak kewarisan dari saudara perempuan saja. Demikian, dapat

% Shahih Sunan Ibnu Majah. Muhammad Nashiruddin Al Albani ; penerjemah, Ahmad Taufiq
Abdurrahman; editor, Besus Hidayat Amin, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal. 540
% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 57
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dipahami bahwa kelompok ulama Zhairi tidak sependapat dengan hadis
yang menjadi landasan dari Ibnu Mas’ud dan tidak menerima pandangan
bahwa anak perempuan sama kedudukannya dengan anak lelaki perihal
posisinya yang dapat menghalangi hak kewarisan dari saudara lelaki.
Dipahami kemudian bahwa golongan ulama Zhairi sependapat dengan
jumhur alam pada pemaknaan walad hanya diperuntukkan pada anak
lelaki saja.*°

Ahli waris perempuan yang dapat menjadi seorang ashabah
dikarenakan yang lain, misalnya pada saudara perempuan yang sama
ayahnya dapat menjadi seorang ashabah bila selaras dengan saudara lelaki
yang sama yahnya. Ahli waris perempuan juga dapat menjadi seorang
ashabah mal-al ghairi, yakni seorang ahli waris yang lain, dalam hal ini
terkait dengan sauara perempuan yang sekandung ataupun yang sama
ayahnya, akan menjadi ashabah bila sama-sama menjadi ahli waris dari
kelompok wanita saja. Maknanya, sama dengan anak peempuan dan
saudara peemyan pada situasi ashabah ma’al ghairi, hingga dirinya dapat
menjadi penghalang bagi saudara perempuan maupun saudara lelaki yang
seayah.

Pendapat tersebut selaras dengan pandangan wahbah zuhaili saat
menyatakan hak waris dari seorang anak perempuan, menuruy dirinya, bila
ahli waris yang ada adalah anak perempuan maupun saudara perempuan

lebih dari dua, maka keselurhannya mendapakan porsi sebensar dua

*0 Syarifuddin, Hukum Kewarisan, hal. 162-163
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pertiga dari keseluruhan harta waris. Namun, ila kemudian hanya ada satu
ahli waris perempuan dan tidak ada ahli waris lelaki, maka ia akan
mendapatkan bagian berupa setengah.**

Para jumhur ulama memberikan batasa makna pada kata walad di
dalam Aat 11 dan 12 sebagimana yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa
ditujukan hanya pada anak lelaki saja yang dilandaskan pada hadist oleh
Ibnu Mas’ud. Hadis tersebut menyatakan kedudukan saudara perempuan
yang berhak mendapatkan warisan selaras dengan eksistensi dari anak
perempuan sebagai ashabah ma’al ghairi. ** Jumjur ulama memiliki
pandangan terhadap pihak yang berhak mendapatkan waris dengan
mengambil bagian yang telah tersisa setelah dilakukan pembagian kepada
anak perempuan. Daud bin Ali Al-Zhairi bersamaan dengan kelompok
ulama lainnya memiliki penyatuan pandangan bahwa saudara perempuan
tidak dapat hak warisnya bersamaan dengan keberadaan dari anak
perempuan.*®

Amir Syaifuddin menyatakan terdapat dua landasan dibalik
pemaknaan kata walad hanya pada anak lelaki saja oleh Ulama Suni, yakni
penggunaan sehari-hari atau urf dalam adat berbahasa arab yang lekat
pemakainnya ditujukan pada anak lelaki saja. Selanjutnya terdapat

pengaruh dari Hadis Nabi oleh Ibnu Mas’ud terkait dengan pembagian

* \Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu ;Penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
(Jakarta : Gema Insani, cet.1, 2011), HIm. 404
2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet-5, hal.

163.

* Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet-5 hal.

154.
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waris pada anak, cucu, serta saudara perempuan. Adanya adat jahiliyah
ialah pengakuan garis keturunan dari pihak lelaki saja, pendapat tersebut
olen Amir Syarifudin termaktub dalam sebuah syari arab yang pada
maknanya menyatakan bahwa anak lelaki merupaka anak dari anak lelaki
dan perempuan kita, sedangkan anak dari anak perempuan disebut sebagai
anak dari lelaki yang berkerabat jauh.

Pada pandangan patrilineal, seorang anak dari anak perempuan
merupakan anak dari luar kekerabatan sehingga tidak memiliki hak atas
dirinya untuk mendapatkan harta warisan. Pemikiran ulama syi’ah secara
garis besar menempatkan kedudukan perempuan setara dengan lelaki,
kecuali bila terdapat ayat Al-Quran yang detail dan eksplisit menjelaskan
sebaliknya. Ibnu Abbas kemudian memiliki pendapat terkait kata walad
dalam Surah An-Nisa ayat 176 yang mengacu kepada pemaknaan anak
lelaki dan juga anak perempuan. Terhadap hadis oleh Ibnu Mas’ud, Ibnu
Abbas hendak membantahnya dengan landasan An-Nisa Ayat 176.
Demikian, lbnu Abbas tegas tidak setuju dengan konsep hak ashabah
ma’al ghairi terhadap saudara perempuan.

Konspe keluarga yang muslim dewasa ini gunakan tidak lagi
condong pada sistem patrilineal atau berfokus pada keturunan ayah saha,
sehingga hak waris hanya dapat diberikan kepada lelaki di dalam
kekerabatan. Laki-laki dalam sistem keluarga tersebut menempatkan
gender lelaki sebagai seseorang yang lebih tinggi kedudukannya dari

perempuan. Sebelumnya perlu dipahami bahwa terdapat sistem keluarga
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yang bervariasi saat ini, yakni patrilinieal yang berfokus pada keturunan
lelaki, matrilineal yang berfokus kepada keturunan perempuan, serta
bilateral yang sistem kelurganya seimbang kedudukannya antara
kekerabatan ayah serta ibu. Keluarga saat ini dikenal dengan keluarga inti
yang terkandung didalamnya psosisi orang tua dan anak.

Dikorelasikan dengan problematika kewarisan saat ini, anak
perempuan dapat menjadi seorah pewaris tunggal dan dapat pula menjadi
penghalang bagi keseluruhan saudara dalam mendapatkan harta waris. Hal
tersebut sebagaimana termaktub dalamPasal 174 KHI yang menyatakan
keberadaan keseluruhan ahli waris, yang berhak mendapatkan harta waris
ialah ayah, ibu, duda maupun janda, serta anak mereka. Pemaknaan
tersebut dijumpai di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.
86K/AG/1994 serta No. 184K/AG/1995 yang keduanya termaktub
mengenai kedudukan kelompok garis pertama atau keluarga inti, maka
diprioritaskan pembagian kepada mereka dibanding pada kelompok di
garis keturunan kedua.

Berdasarkan pandangan tersebut, dipahami terdapat diferensisasi
atas penjelasan dari jumhur ulama dan KHI, serta Mahkamah Agung. MA
dan KHI tidak selaras dengan pendapat dalam hadis tersebut, selaras
dengan pandangan dari Ibnu Abbas yang juga tidak sependapat dengan
keberadaan kata walad yagng hanya berfokus pada lelaki saja. Demikian,
diapahami bahwa Ibnu Abbas tegas mengemukakan penolakannya

terhadap konsep waris ashabah ma’al ghairi di anatara anak dan saudara



39

perempuan kandung. Ditelisik lebih lanjut, Al Yasa Aby Bakar melihat
dua latar belakang penolakan lbnu Abbad terhadap hadist oleh Ibnu
Mas’ud, pertama ialah Ibnu Abbas meyakini bahwa Hadist dari Ibnu
Mas’ud telah termansukh melalui ayat 176, maknanya Hadis tersebut
terkait dengan ayat 176 yang terakhir turun, kedua Ibnu Abbas memiliki
pandangan bahwa Ibnu Mas’ud hanya pada situasi tertentu saja, sehingga
tidak dapat secara umum disamakan penggunaanya dalam mlakukan
takhsis ‘am Al-Quran. Kemungkinan yang kedua ini dilandaskan pada
pemahaman umum bahwa keputusan Nabi biasanya berhubungan dengan
kasus tertentu.

Berdasarkan pandangan tersebut, Al-Quran dipahami sebagai alat
penyelesaian masalah terkait kewarisan terhadap pembagian di antara anak
lelaki dan perempuan, kecuali bila kemudian ada nash yang secara detail
mengaturnya. Anak perempuan yang dapat menjadi penghalang bagi
saudara perempuan dalam mendapatkan hak kewarisannyatidak diatur
secara detail di dalam Al-Quran yang menjadi alasan diferensiasi tafsir dan
pemahaman terkait hal tersebut. Hal tersebut bukanlah hal yang baru,
terdapat penjelasan kata walad secata umum berkaitan dengan penjelasan
makna waris di dalam Al-Quran. Demikian, dampak yang ditimbulkan
ialah sebagian dari ulama akan memiliki anggapan bahwa hak waris dari
perempuan sama dengan anak lelaki terhadap hal penghalangan saudara
pewaris dalam mendapatkan warisan. Adanya perbedaan tersebut adalah

lumrah mengingat peerbedaan situasi meskipun Al-Quran seyogyanya
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diberlakukan secara global dan tidak terikat pada pelaksanaanya di tempat
tertentu.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan kewarisan terkait
pwnggunaan kata walad lebih sering berkaitan dengan penghalangan baik
berupa hijab hirman maupun hijab nugshan. Syahrur menjelaskan bahwa
istilah walad dalam ayat kewarisna memiliki makna yang ganda yakni
anak perempuan serta anak lelaki. ** Adanya pandangan mengenai
kedudukan anak lelaki yang menjadi penghalang bagi perempuan dalam
mendapatkan waris, sedangkan bila anak perempuan tidak akan menjadi
penutup dari hak kwaisan anak lelaki, hingga pandangan pemaknaan
walad yang ditujukan pada anak lelaki saja. Pandangan tersebt oleh Syhrur
merupakan bentuk ijtihad yang terpengaruh dari politik serta pandangan
yang bersifat patriarkis di dalam masyarakat yang seyogyanya saat ini
tidak lagi berlandaskan pada pandangan tersebut.*

3. Kewarisan Hijab Hirman dalam KHI

Kewarisan Islam di Indonesia telah diatur dalam Buku Il
Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan dalam realiasasi
penyelesaian hal kewarisan bagi umat muslim di Indonesia. *® KHI
merupakan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999

yang materinya terkandung dari pandangan hukum Islam yang

* Muhammad Shahrur, Al-Kitab wa al-Qur’an; Qirdah Mu’aéirah, (Beirut: Syarikah al-
Mathbu’at li at-Tawzi” wa an-Nasyr, 2000), cet. VI, hal. 54.

** Muhammad Syahrur, Nahw Usul Jadidah Li al-Figh al-Islami, Terj. Metodologi Figh Islam
Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hal
389.

* Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cetakan ke-1(Jakarta: Kencana, 2007), hal. 326.
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terkodifikasi dan diselaraskan dengan situasi dan kultur dari masyarakat
Muslim di Indnesia. KHI dalam pandangan yang lebih komprehensif
mengatur tiga bagian besar, yakni perihal perkwinan, waris, serta wakaf.
Ketentuan terkait waris diatur lengkap di dalam Buku Il dengan 6 bab,
mulai dari pasal 171 hingga pasal 214. Ahli waris di dalam KHI diatur
khusus di dalam Pasal 172 hingga Pasal 175.

Adanya ketentuan terhadap waris di KHI ditujukan guna unifikasi
serta penyelarasan maupun harmonisasi pelaksanaanya di Indonesia.
Demikian, dipahami bahwa materi hukum waris di KHI ialah hasil dari
ijtihad ulama serta ahli hukum. Pandangan tersebut lahir dengan pemikiran
usaha harmonisasi hukum islam dan situasi sosial di Indonesia dalam
proses perumusan KHI, sehingga terkandung di dalamnya beberapa aturan
yang tidak selaras dengan fikh waris dari mayaroita mazhab.

Pasal tersebut tampaknya memiliki kontradiksi di antara mereka.
Misalnya dalam Paal174 Ayat 1 huruf a memiliki materi terkai dengan ahli
waris yang merupakan saudara laki-laki dan perempuan tanpa
menyebutkan asal muasal kekerabatannya. Paal 181 dan 182 kemudian
menyatakan terkait dengan kedudukan saudrara perempuan yang seibu,
sekandung maupun seayah, di dalam pasal tersebut justru dirincikan
terhadap aal muasal kekerabatannya. Salah satu bentuk pemikiran Islam
yang termaniftestasi di dalam Buku Il mengenai hukum kewarisan, justru
dilakukan penghilamgan terhadap beberapa bagian dari materi hukum

kewarisan islam, yakni pembahasan mengenai ashabah, perbedaan agama
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dalam hal kewarisan, hajib mahjub, serta lainnya yang belum termaktub.
Kekosongan hukum demikian menjadi latar belakang kemunculan
disparitas atau perbedaan terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama.

Hukum kewarisan di dalam KHI seyogyanya dilandasi dari doktrin
figh yang tradisional serta berlandaskan kepada Al-Quran. Salah satu
bentuk materi kewarisan islam dalam KHI ialah pemberian porsi
kewarisan dua banding satu di anatara lekaku dan perempuan. Selain itu
juga diatur mengenai rumusan ashabah terkait dengan saudara lelaki yang
memiliki kekerabatan terdekat yang berhak mendapatkan sisa dari harta
warisan.

KHI tidak hanya memuat kewarisan Islam secara murni, meliankan
terdapat pengaruh dari kultur maupun norma setempat, bahkan dapat
dipahami bahwa KHI merealisasikan aturan baru berdasarkan
perkembangan zaman dengan adanya konsep ahli waris pengganti maupun
wasiat wajibah yang sebelumnya belum ditentukan di kitab-kitab klasik.*’
Termaktub pula aturan KHI yang selalui diperbarui, misalnya pada bagian
saudara yang dalam figh waris klasik hanya didapatkan ketika Pewaris
tidak memiliki anak. Para ulama memaknai anak yang dimaksud ialah
anak berjenis kelamin laki-laki. Dampak dari adanya pemahaman tersebut
ialah kedudukan anak perempuan yang tidak dapat menjadi penutup bagi

saudara lelaki untuk mendapatkan hak kewarisan.

4" Euis Nurlaelawati, Problematika Hukum Kewarisan Islam, hal. 215
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Hukum kewarisan di dalam KHI mengandung asas konstan,
kosisten, dan saling berkesinambungan. Asas tersebut menjadi landasan
bagi orang-orang yang berkepentingan, yakni 1) Asas ljbari (Imperatif),*®
2) Azas ljbari,* 3) Asas Akibat Kematian.*® 4) Asas Kelslaman.>! 5) Asas
Hubungan Kekerabatan (Nashab),6) Asas adanya hubungan hukum
(perkawinan),7) Asas Bilatera.”?, 8) Asas Ahli Waris Individual.>® 9) Asas
Pembinaan Generasi,* 10) Asas Penyebab Kematian Kehilangan Hak
Mewarisi, 11) Asas Memelihara Hubungan Kekerabatan/ Kekeluargaan,
12) Asas Perdamaian Diutamakan.

Asas kewarisan yang kemudian menjadi bahan perdebatan hingga
Kini terkait dengan hajib mahjub ialah eksistensi asas keadilan berimbang.

Asas tersebut adalah landasan mendasar dalam hukum kewarisan, yang

8 Asas ljbari memiliki makna bahwa kearisan dalam Islam akan bersifat otomatis, artinya adanya
peralihan harta waris dari seorang Pewaris kepada ahli warisnya dilandasi pada ketentuan dari
Allah Swt dan tidak tergantung dengan kehendak dari Pewaris atau hali waris. Adanya unsur
keharusan dilihat saat ahli waris tidak dapat mendapatkan bagiannya di luar ketentuan yang
telah diatur di dalam hukum kewarisan Islam. Demikian, ketika seseorang meninggal dunia,
maka secara langsung harta warisnya akan langsung dialihkan kepada ahli waris dengan porsi
yang telah ditentukan.

* Asas Ta'abbudi merupakan pelaksanaan pembagian dari waris sebagai bentuk ibadah, dimana
seseorang akan mendapatkan pahala bila kemdian melaksanaan ketentuan terkait dengan
kewarisan yang telah ditentukan, sebagaimana dirinya juga melakukan ibadah lainnya
sebagaimana yang telah ditentukan.

%0 Asas akibat kematian dipahami bahwa waris hanya dapat terjadi ketika seorang Pewaris telah
meningga dunia, demikian sebuah proses kewarisan terlaksana akibat adanya kematian
seseorang.

5! Asas Kelslaman memiliki makna bahwa Pewaris maupun ahli waris adalah orang-orang yang
memiliki agama Islam, dimana kemudian harta waris yang ada akan dibagikan berdasarkan
hukum Islam serta bila terjadi kontradiksi ataupun problematika di dalam hal kewarisan maka
harus diselesaikan pula di dalam peradilan Islam. Adanya perbedaan agama di antara Pewaris
dan Ahli Waris akan menajadi penutup hak kewarisan ahli waris.

%2 Asas Bilateral. Berdasarkan asas tersebut memiliki pemahaman bahwa hubungan kekerabatan
ditarik dari keturunan lelaki serta perempuan, menimbulkan keseteraan termasuk pula dalam hal
waris.

53 Asas Ahli Waris Individual memiliki makna bahwa tiap individu sebagai ahli waris memiliki
hak untuk mendapatkan harta waris berdasarkan perseorangan atau masing-masing.

5 Asas Pembinaan Generasi memiliki makna terkait dengan proses pembagian waris yang harus
mengutamakan pemberiannya pada keturunan yang akan menjadi penerus dari Pewaris.
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selaras dengan keberadaan asas lainnya, asas keadilan berimbang hadir
untuk membentuk ciri dari hukum kewarisan Islam yang membedakannya
dengan sistem hukum kewarisan lainnya, misal kewarisan adat maupun
kewarisan yang termaktub dalam hukum perdata, yang keseluruhannya
dapat diberlakukan di Indonesia.*

Asas keadilan berimbang pada konsepnya mengharapkan
kesetaraan terhadap hak dan kewajiban, yakni hak yang dimiliki seseorang
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kesetaraan ini juga berkaitan
dengan gender lelaki dan perempuan yang memiliki hak setara dengan
kewajiban yang ditanggung oleh masing-maisng di dalam kehidupan
berkeluarga dan bermasyarakat.®® Asas tersebut memiliki pemahaman
bahwa pada proses pembagian warisan diberikan kepada ahli waris
masing-masing. Tujuan pembagian waris tersebut akan menjadi bentuk
dukungan atas berkelanjutan dari pelaksanaan tanggungjawab kepada
keluarga. Lelaki pada situasi ini memiliki kewajiban yang berganda, tidak
hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga pada keluarganya, demikian
keadilan berimbang yang dimaksud ialah dibagi berdasarkan beban
tanggungjawab dari masing-masing pihak.>’

Asas keadilan berimbang dalam perwujudannya di hukum acara
menjadi dasar yang mengatur terkait dengan bagian yang pantas dimiliki

oleh seorang ahli waris dengan perbandingan bagian dari lelaki akan selalu

% Lihat Amir Syarifuddin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, hal.17

% Muhammad Daud Ali, 2011, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal.143.

% Lihat Syamsul Bahri Salihima, 2015, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam
Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, him. 47
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dua kali lipat dari porsi milik perempuan.® Meskipun KHI tidak secara
eksplisit menyebutkan asas keadilan berimbang sebagai landasan
pembagian masing-masing prosi kepada ahli waris, tetapi detail dari
bagian hali waris telah diatur di dalam KHI. Demikian, pada konsep
awalnya, asas ini diformalkan dalam Bab Il Buku Il KHI yang
menentukan jumlah porsi yang diterima ahli waris.>

Asas keadilan berimbang secara eksplisit baru disebutkan di dalam
Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang
dikeluarkan oleh Mahakamh Agung guna menjadi landasan pelaksanaan
penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama.® Aturan tersebut
menjadi landasan hukum terhadap manfietsasi asas keadilan berimbang
serta menjadi landasan atas kekuatan yang mengikat terhadap
perwujudannya di sistem hukum Indonesia. Atas kedua aturan tersebut
juga diatur mengenai pelaksanaan asas keadilan berimbang secara hukum
yang formal terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama.®*

Buku Il MA menjadi salah satu pengaturan hukum acara di

Pengadilan, dengan penetapan bahwa materi hukum yang dipakai di proses

% Lihat Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka 2 huruf e Mahkamah Agung, 2013, Buku Il
Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta

%9 Secara khusus, hal ini diatur dalam pasal 176 sampai dengan 182 Kompilasi Hukum Islam

% Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama adalah petunjuk teknis yang
diterbikan Mahkamah Agung pada 2006. Penerbitan pedoman tersebut dilandasi adanya urgensi
penyusunan sebuah petunjuk teknis dalam penegakan hukum melalui adminsitrasi pengadilan
yang jelas serta tegas. Demikian, MA selanjutnya melakukan pembentukam kelompok yang
memiliki tugas sebagai penyempurnaan Buku |, Il dan 1. setelah berhasil melakukan
penyemurnaan tersebut selanjutnya dikenal lebih luas dengan istilah Buku 11 MA.

61 Haniah Ilhami, Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam
Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, MIMBAR HUKUM Volume 32,
Nomor 2, Juni 2020, hal. 243-259
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beravra pengadilan Agama ialah hukum kewarisan yang diatur KHI serta
yurisprudensi yang dilandaskan pada Al-Quran, Hadist serta ljtihad.®
Demikian, patut dipahami bahwa keseluruhan acara dalam persidangan
terkait dengan hal waris dilaksanakan melalui perwujudan asas kewarisan
Islam, salah satunya ialah asas keadilan yang berimbang. Hakim memiliki
keharusan dalam memberikan pertimbangan dilandasi pada perwujudan
asas kewarisan Islam dalam hal pemeriksaan perkara waris sampai pada
perumusan putusan.®® Bila ada sengketa waris yang digugat dan diperiksa
di Pengadilan Agama, maka Hakim memberlakukan asas keadilan
berimbang dalam usapa penyelesaian problematika demikian terkait
dengan pembagian harta warisan, yakni laki-laki memiliki porsi dua kali
lipat daripada porsi ahli waris perempuan. Hal tersebut membuktikan
adanya manifestasi asas keadilan berimbang terhadap proses beracara di
Pengadilan Agama.

Pelaksanaan asas keadilan berimbang berkaitan dengan aturan
lainnya yang diberlakukan di Peradilan, yakni Peraturan Mahakamah
Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara melalui

Asas Non Diskriminasi. ® Asas tersebut menjadi landasan adanya

62 Lihat Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka (1) pada Mahkamah Agung, 2013, Buku Il
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta

%3 Lihat Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka (2.

® pengaturan terhadap asas non dikriminasi menjadi acuan bagi Hakimdalam hal pemeriksaan dan
mengadili perkara yang berkaitan dengan waris Islam, dimanfestasikan dalam konsep berikut,
pertama, Hakim tidak dibolehkan melakukan pembiaran atas peristiwa diskriminasi kepada
perrempuan berdasarkan kultur, aturan adat, hingga praktik tradisional maupun menggunakan
pemaknaan oleh ahli yang bias gender. Kedua, seorang hakum dalam pertimbangannya harus
mengedepankan penghapusan streorip yang berbau diskriminas terkait hukum dalam peraturan
perundang-undangan maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya, sebagai seorang Hakim memiliki
kewajiban dalam penafisrian yang mengdepankan keadilan bagi anak perempuan, tidak
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kesetraan terhadap gender di antara lelaki dan perempuan pada proses
beracara dalam sebuah problematika waris.®® Perma a quo ialah petunjuk
teknis bagi Hakim dalam proses pemeriksaan perkara terkait dengan
Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Perma tersebut,
Hakim kemudian dapat mengedepankan kesetaraan gender serta prinsip
non diskriminasi dalam hal memeriksan dan mengadili sebuah perkara.
Sebagai upaya memanifestasikan hal tersebut, Perma mengatur terkait
dengan asas-asas yang diberlakukan dalam proses beracara yang relevan
dengan ekistensi perempuan berhadapan dengan hukum yakni
penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan, non diskrinimasi,
kesetaraan dalam gender, persamaan di hadapan hukum, adil, kemanfaatan,
serta kepastian hukum. Perwujudan asas-asas demikian di lihat dalam
pedoman bagi Hakim saat melakukan persidangan sebagaimana yang
termaktub dalam Perma-Perma. Perma No. 3 Tahun 2017 % memiliki
ketentuan terhadap dua jenis rujukan terkait etika dan sikap hakim saat
melakukan pemeriksaan di pengadilan baik yang harus dilakukan maupun
yang harus tidak dilakukan ketika berhadapan dengan perempuan di proses

persidangan.

melihatnya sebagai sosok yang lebih rendah kedudukannya dari lelaki, demikian memiliki hak
yang sama untuk mendapatkan warisan sebagai ahli waris sesuai dengan takarannya. Lihat Amir
Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 17

% Pewujudan asas-asas tersebut, Perma telah menetapkan 7 asas sebagamana yang telah
disebutkan sebelumnya. Realisasi asas-asas demikian di manifestasikan dalam pedoman perilaku
dalam Perma No. 3 Tahun 2017 terkait dengan etika dan sikap yang harus dilakukan mauun
tindakan yang dilarang ketika Hakim berhadapan dengan perempuan dalam proses penyelesaian
sengketa. Mahkamah Agung, MaPPl FHUI, dan AIPJ 2, 2018, Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung R.I. dan AIPJ2, Jakarta, hal.. 45.

% Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084 tanggal 04 Agustus 2017.
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Berkorelasi dengan asas keadilan berimbang, terdapat hubungan
yang erat di antara konsep asas dengan petunjuk tekni perilaku, yakni,
pertama Hakim tidak membenarkan atau tidak boleh melakukan
pembiaran terhadap situasi yang mendiskriminasikan perempuan dengan
lasan kultur, adat, hingga pandangan tradisional. Kedua, Hakim haruslah
senantias memberikan pertimbangan dengan mengedepankan kesataraan
gender di dalam hukum baik peraturan perundang-undangan maupun yang
tidak tertulis. Selanjutnya ialah, seorang Hakim dalam melakukan
interpretasi pada peraturan perundang-undangan maupun hukum yang
tidak tertulis harus selalu didasarkan pada pemikiran pencapaian kesamaan
di antara kedua gender.®’

Pada perkara waris, perilaku Hakim dalam persidangan
sebagaimana berkesusaian dengan asas non-diskriminasi direalisasikan
dengan perspektif bahwa sema anak, tidak memandang jenis kelamin dari
anak tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan.
Hakim juga harus memiliki pemahaman bahwa anak perempuan
seyogyanya berhak untuk merasa adil tanpa persangkaan derajatnya yang
lebih rendah dari anak lelaki. Implikasi pandangan tersebut akan

menimbulkan keadilan bagi anak perempuan sehingga dianggap berhak

% pasal 6 huruf (a) PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum mengatur mengenai pemaknaan kesetaraan gender, Yyakni
merupakan penyetaraan serta keseimbangan situasi di anatar lelaki dan perempuan hingga
mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya sebagaimana manusia pada
umumnya guna memaksimalkan potensinya dalam berbagai bidang. Sterotip gender perlu
dipahami sebagai perspektif secara umum terkait karakterstik yang dimiliki perempuan maupun
lelaki. Pasal 6 huruf (b) PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
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kemudian unyuk mendapatkan porsi yang lebih kecil dari saudara
lelakinya dikarenakan haknya atas bagian dari sang suami.®®

Situasi tersebut menjadi landasan timbulnya hubungan asas
keadilan berimbang dan asas non diskriminasi yang termaktub dalam
Perma No. 3 Tahun 2017. Pada asas keadilan berimbang, dilakukannya
pembagian warisan yang berbeda porsinya antara pihak lelaki dan
perempuan. Namun, Perma tersebut juga memberikan larangan atas
adanya diferensiasi perlakukan berdasarkan gender yang menimbulkan
dampak pengurangan hak-hak tertentu para pihak di hadapan pengadilan.
Asas keadilan berimbang dan non diskriminasi, keduanya memiliki
kedudukan yang sama bersifat mengikat Hakim dalam proses beracara di
Pengadilan Agama.

4. Konsep Cita Keadilan Hukum

Dasarnya, dalam sebuah produk hukum vyang ideal haruslah
terkandung tiga cita hukum, yakni kepastian hukum, keadilan serta
kemanfaatan. Tiga cita hukum tersebut ialah bagian yang tidak terpisahkan
dan saling berkaitan dengan eksistensinya yang direalisasikan sebagai
sebuah kesatuan dalam pelaksanaan hukum. Keadilan tidak akan pernah
dapat diwujudkan bila sebuah masyarakat di dalam kekacauan, sedangkan
untuk mencapai masyarakat yang tertib dibutuhkan kepastian hukum.

Sebaliknya pula, kepastian hukum tidak akan mencapai fungsinya bila

%8 Mahkamah Agung, MaPPI FHUI, dan AIPJ 2, 2018, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung R.I. dan AIPJ2, Jakarta, hal. 45.
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tidak menimbulkan rasa adil dan manfaat bagi masyarakat.®® Konsep
mengenai cita hukum dilandaskan pada realitas eksistensi hukum yang
merupakan pedoman dalam berbuat di tengah masyarakat didasarkan pada
gagasan, nilai, serta pemikiran yang terkandung di dalam kemasyarakatan.
Demikian, sebuah cita hukum dibandung dari pemikiran yang bertujuan
dalam mencapai cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat.

Cita hukum berdasar dari nilai universal mengenai konsep-konsep
yang dianggap sebagai hal yang mulia dan luhur. Keluhuran terhada nilai
tersebut didapatkan, diolah, serta dirumuskan dalam filsafat hidup dari
sebuah masyarakat hukum. Dari filsafat yang hidup tersebut maka menjadi
asal dari cita hukum, dikarenakan nilai-nilai tersebut terakumulasi dan
memiliki keutamaan sebagai sebuah cita hukum, yang berdampak pada
sifatnya yang imperative. Implikasi yang timbul ialah adanya konsep
hukum yang bersifta kategoris. Cita hukum hadir sebagai keinginan
hukum yang menjadi landasan bagi tiap orang dalam perumusan peraturan
yang bersifat positif. Dapat dipahami kemudian bahwa keinginan hukum
adalah keinginan yang mendasar dan menjadi syarat dari hukum positif
secara komprehensif.

Cita hukum dapat dimaknai sebagai pengaturan terhadap perilaku
masyarakat yang dilandaskan pada konseo, perasaan, nilai, olah dari
penciptaan pikiran yang berasal dari masyarakat. Cita hukum terbentuk di

dalam pemikiran dan batin manusia sebagai sebuah produk harmonisasi

% Richo Wahyudi, Pembaruan Hukum Metodologi, Tesis, Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas
Indonesia, 2011
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kehidupan, keimanan, kepercayaan serta realitas yang dimanifestasikan
dalam bentuk penentuan sikap dan tindakan masyarakat untuk mencapai
rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Cita hukum oleh Gustav Redburch memiliki fungsi utama sebagai
parameter yang memiliki sifat mengatur dan membangun. Maknanya,
tanpa adanya cita hukum, maka sebuah produk hukum akan kehilangan
maknanya. Cita hukum juga dapat dijadikan alat uji keadilan hukum
positif karena sifatnya yang konstitutif, dimana keberadaanya sebagai
esensi makna dari sebuah hukum positif sangatlah vital.”

Cita hukum memiliki kedudukan yang vital dalam mempengaruhi
pola kehidupan bermasyarakat sebaai sebuah asas umum yang bersifat
mengarahkan, mengevaluasi hingga memberikan motivasi pada penemuan,
perumusan hingga pelaksanan tindakan hukum. Cita hukum yang
dirumuskan menjadi alat untuk mempermudah deskripsi dan
penggunannya secara meluas dalam substansi hukum yang mempengaruhi
struktur hukum, demikian menciptakan konsistensi dalam penegakan
hukum. Demikian, cita hukum selalu berpegang pada filsafat yang menjadi
landasannya, sehingga setiap cita hukum akan terkandung nilai-nilai yang
berbeda antar satu dan lainnya.

Hukum yang mencapai status ideal didasari pada pemenuhan tiga
prinsip, yakni keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Tiga unsur tersebut

dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak dalam lini

" Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama,
Semarang, hal. 43
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kehidupan yang berhubungan dengan hukum, tidak terbatas pada subjek
hukum pada umumnya, tetapi lebih khusus kepada para penegak hukum
yang resmi dan sah diberikan tugasnya sebagaimana termaktub dalam
peraturan perundang-undangan. Cita hukum memiliki tujuan sebagai
penjamin tercapainya fungsi dari norma hukum yang diberlakukan di
tengah masyarakat. Namun, realitas dewasa ini, terhadap tiga unsur
tersebut saling kontradiksi pada pelaksanaanya, yakni kepastian hukum
bertentangan dengan kemanfaatan maupun keadilan, atau sebaliknya,
keadilan bertentangan dengan kepastian hukum ataupun kemanfaatan.

Persyaratan yang vital dalam eksistensi sebuah peraturan
perundang-undangan agar dapat direalisasikan di tengah masyarakat ialah
terkandung unsur keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Asas keadilan merupakan sebuah asas yang memaknai keadilan sebagai
bentuk penyetaraan hak di hadapan Pengadilan, tanpa memandang siapa
orang yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut. Keadilan dapat
pula dimaknai sebagai pembagian terhadap hak dan keajiban secaa
komprehensif dan adil. Gustav Radburch kemudian menyatakan keadilan
sebagai sebuah fungsi dari hukum yang utama.”*

Keadilan seyogyanya ialah bentuk evaluasi terhadap sebuah
tindakan dengan tokok ukur norma serta dari sudut pandang subjektif
terkait dengan kepentingan masing-masing kelompok. Demikian,

dipahami terdapat dua sisi terkait dengan keadilan, yakni sisi dari

" Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 37.
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seseorang yang memberikan keadilan dan pihak dari orang yang berhak

untuk menerima keadilan.”

Pada materi perumusan hukum maupun undang-undang yang
memiliki sifat demokratis, keadilan menjadi landasan yang utama.
Maknanya seluruh hukum secara materiil haruslah menjadi manifestasi
dari nilai keadilan sebagai bentuk keinginan masyarakat. Hamzah Halim
menyatakan bahwa perumusan peraturan perundang-undang yang
dianggap efektif dan mencerminkan rasa adil haruslah melewati proses
sebagai berikut:"

1. Rumusan terhadap problematika di masyarakat yang menjadi landasan
urgenitas dari pengambilan sebuah kebijakan;

2. Melakukan identifikasi tujuan serta taget yang diharapkan dengan
eksistensi kebiijakan, tahapan ini dikenal dengan evaluasi resiko;

3. Melakukan identifikasi terhadap cara-cara lain dalam mencapai target
dan tujuan yang dimaksud,;

4. Melakukan penilaian terhadap manfaat yang didapatkan serta biaya
yang harus dikeluarkan terhadap setiap pilihan dalam berbagai
perspektif, pemerintahan, masyarakat, pedagang, konsumen, hingga
perekonomian secara komprehensif;

5. Melakukan konsultasi serta komunikasi dengan stakeholders dalam

melaksanakan keseluruhan proses;

72 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal.
37.

" H. Bomer Pasaribu, Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari
Prespektif Program Legislasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan
HAM RI, Majalah Hukum Nasional (1), 2007, hal. 164-165.



54

6. Menentukan pilihan yang paling baik;
7. Melakukan proses perumusan yang strategis dalam pelaksanaanya dan
melakukan revisi atas kebijakan tersebut"*

Peraturan perundang-undangan yang memenuhi nilai keadilan
dalam Pasal 6 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 ialah yang di dalamnya
tergantung  asas-asas  pengayoman, kemanusiaan.  Kebangsaan,
kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, persamaan
kedudukan di hadapan hukum, ketertiban dan kepastian hukum dan atau
keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Selanjutnya di dalam
penjelasannya didefinsikan mengenai Keadilan yang dimaksud ialah
seluruh perayuran perundang-undangan harus memanifestasikan keadilan
yang proporsional kepada seluruh warga negara.

Keadilan dapat dipahami dari dua segi, yakni pada hakikatnya
maupun materi yang konkrit di dalam substansi hukum atau norma yang
berkaitan dengan situasi khusus. ™ Pada hakikatnya, sebuah keadilan
merupakan bentuk evaluasi terhadap sebuah tindakan yang dikaji
berdasarkan norma yang berlaku dan dipandang dari perspektif subjektif
tergantung dari kepentingan kelompoknya yang kedudukannya lebih dari

norma yang lain. Dalam situasi tersebut mamka terdapat dua sisi yang

"Badan Legislasi DPR RI. Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014, (http://www.dpr.go.
id/id/baleg/prolegnas/31/Arah-kebijakan-prolegnas-2010-2014, diakses 4 Oktober 2012).
" Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 37.
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saling berkesinambungan, yakni pihak yang memberikan keadilan dan
pihak yang mendapatkan keadilan tersebut.”

Pada proses perumusan sebuah undang-undang secara keseluruhan
haruslah dilandasi pada pemikiran tiga dimensi, yakni masa lalu berkaitan
dengan historis perjalanan bangsa, masa kini yang berkaitan dengan situasi
dan realitas di tengah masyarakat, serta di masa depan terkait dengan
harapan yang dicita-citakan dengan keberadaan dari sebuah peraturan
perundang-undangan yang hendak dirumuskan dan dilaksanakan
tersebut.”’

Perumusan sebuah peraturan perundang-undangan merupakan
realiasasi dari hukum berkorelasi dengan situasi yang berasal dari rencana,
usur, analisa, dan terakhir ialah disahkan. Seluruh proses tersebut
berkaitan dengan para pihak yang termaktub dalam sebuah sistem
demokasi modern yang disebut sebagai eksekutif dan legislative. Pada
sebuah perumusan hukum di lingkungan yang demokratis, perumusan
tersebut berjenis bottom up yang merupakan kehendak terdapatnya nilai
dan kehendak dari rakyat yang diwujukan di dalam substansi hukum.”

Sistem Hukum Pancasila merupakan sebuah sistem hukum yang
melakukan harmonisasi di antara berbagai komponen yang termaktub

dalam kepastian hukum serta keadilan yang bersifat materiil. Kedua

76 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal.
37.

" pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009,
(www.parlemen.net, diakses pada 1 Desember 2012).

® H. Bomer Pasaribu, Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari
Prespektif Program Legislasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan
HAM RI, Majalah Hukum Nasional (1), 2007, hal. 164-165.
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komponen tersebut bukanlah sebuah pilihan yang dapat digunakan sesuai
dengan kepentingan segolongan pihak saja, melainkanbersifat kumulatif
yang saling berkaitan dan selaras pelaksanaanya di dalam sistem hukum
yang dimaksud.”® Demikian, tolok ukur dari sebuah keadilan haruslah
memenuhi empat hal. Pertama ialah penegakan hukum yang bersifat adil
dan tidak terdapat adanya diskriminasi, perwujuduan lembaga dan struktur
hukum vyang jujur dan profesional, perwujudan keadilan melalui
kesetaraan gender, serta perwujudan keadilan terkait dengan pembagian
pendapatpan, sumber daya ekonomi, dan kuasa atas aset ekonomi, serta
terhapusnya tindakan monopoli.2
5. Kriteria keputusan Hakim yang berdimensi Cita keadilan

Proses penyelesaian problematika hukumyang efektif serta efisien
dilandasi oleh ketentuan peraturan yang tepat pula. Maknanya, sebuah
proses dalam pemeriksaan di Pengadilan akan lancer bila seluruh
komponen vyang saling berkesinambungan di dalamnya berjalan
sebagaimana tugasnya yang telah diatur di dalam peraturan perundang-
undangan. Komponen vyang vital dalam sebuah peradilan, ialah
bagaimanan pelaksanaan dan realisasi hukum acara ketika persidangan.

Putusan yang berkualitas dilandaskan pada sikap dan pemikiran hakim

¥ Moh. Mahfud MD., Hukum, Moral, dan Politik, Materi Studium Generale Matrikulasi Program
Doktor bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008,
(www.mahfudmd/ index.php?page=web. MakalahVisit&id=2, diakses 1 Desember 2012).

8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
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yang dilandasi pada 3 unsur yang krusial, yakni keadilan, kepastian dan
kemanfaatan hukum.?

Upaya dalam mencapai harmonisasi hukum merupakan hal yang
kompleks dan membutuh perhatian yang khusus. Untuk mencapai hukum
ideal sebagaimana yang cita-citakan, kerelaan para pihak terhadap hasil
putusan setelah melalui proses peradilan sangatlah vital. Hukum tidak
hanya bergerak di tempat, melainkan dinamis mengikuti perkembangan
masa. Teori dan pelaksanaan yang berjalan secara terpisah tanpa adanya
kesinambungan akan mempengaruhi kualitas dari sebuah hukum. Hukum
tidak boleh sampai ketinggalan zaman atau bersifat statis, melainkan
dinamis dan relevan dengan perkembangan di tengah masyarakat yang
tentunya berimplikasi dengan eksistensi hukum serta respon masyarakat
terhadap kepatuhan hukum.

Hukum seyogyanya hadir sebagai landasan kepercayaan
kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda satu dengan lainnya.
Hukum diharapkan mampu mencitpakan jembatan di antara kehendak dan
keinginan manusia sebagai subjek hukum. Gustav Redburch menyatakan
bahwa hukum yang ideal adalah yang terkandung di dalamnya keadilan,
kepastian serta kemanfaatan. Keberadaan hukum tidak hanya terbatas pada
hukum bersifat pasif sebagaiman di dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan serta aktif sebagaimana peran penegak hukum saja.

81 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, (Jakarta:Kencana, 2012),
hal. 291.
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Putusan Pengadilan seharusnya adalah gambaran suara batin
masyarakat yang sedang mencari keadilan. Putusan jangan sampai malah
membuat sebuah problem semakin berlarut-larut dan kompleks atau
bahkan menimbulkan ketegangan lebih lanjut di antara masyarakat.
Putusan yang tidak baik tersebut dapat terjadi jika seorang Hakim tidak
memahami bidang-bidang ilmu pengetahuan yang komprehesif dan selaras
dengan percepatan peradaban, dapat juga disebabkan oleh kurang
cermatnya hakim ketika memeriksa sebuah perkara di Pengadilan.

Putusan Hakim yang ideal haruslah memenuhi beberapa hal,
pertama putusan hakim ialah cerminan dari kehidupan sosial yang menjadi
alat dalam kontrol sosial, selanjutnya putusan hakim ialah manifestasi
hukum yang berlaku dan memiliki fungsi kepada kepentingan inidvidu,
golongan, maupun negara, selanjutnya putusan hakim harus seimbang di
antata peraturan dengan realitas di tengah masyarakat, putusan hakim
adalah cerminan dari batin yang sempurna antara eksistensi hukum dan
perkembangan di sosial masyarakat, putusan hakim menargetkan pada
pemanfaatan, putusan hakim tidak seyogyanya menimbulkan problematika
baru baik bagi yang berperkara maupun masyarakat. Putusan hakim yang
menjadi perwujudan keadilan tidak serta merta diterima oleh seluruh pihak,
dikarenaka sifatnya yang subjektif tergantung dari pandangan dan
kepentingan kelompok. Hakim memiliki tugas dalam perwujudkan

keadilan sebagaimana yang telah termaktub di dalam putusan dengan
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meletakkan dasar dalam pemikiran “Demi Keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”

Keadiilan pada proses persidangan harus dimulai dari awal,
pemeriksaan dan pembuktiannya yang tidak keberpihakan kepada salah
satu, adanya kesataraan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pada
substansi putusan, keadilan dapat diwujudka dengan pertimbangannya
yang berlandaska pada peraturan perundang-undangan. Implikasi dari
sebuah putusan ialah pihak yang menang memiliki landasan untuk
mendapatkan haknya, sedangkan pihak yang kalah berkewajiban
memenuhi hak pihak lain.

Putusan hakim di Pengadilan Agama yang mencerminkan keadilan
seyogyanya selaras dengan tujuannya, yakni memberikan kesempatan bagi
semua pihak dalam berperkara di Pengadilan. Keadilan juga dapat dilihat
dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Selain pada keadilan, putusan hakim perlu untuk mewujudkan kepastian
hukum dimana Hakim kemudia meimiliki kewajiban dalam penemuan
hukum. Seorang Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya
berlandaskan pada sebuah peraturan perundang-undangan, apalagi dalam
situasi khusus dimana belum ada pengaturan yang eksplisit dan tegas,
maka Hakim dituntut melakukan kajian dan penemuan nilai-nilai hukum

tidak tertulis yang berkembang di tengah masyarakat.®?

82 Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Ius Quia
lustum (Yogyakarta, 2002), hal. 21
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Guna perwujudkan keadilan dan kepastian hukum di dalam sebuah
putusan, maka Hakim memiliki tugas dalam melakukan penggalian serta
perumusan putusan. Puyusan hakim tersebut menjadi produk atas
penegakan hukum yang memiliki tujuan berupa kebenaran hukum sebagai
dasar realisasi kepastian hukum. Putusan hakim yang berkepastian hukum
dilandaskan pada realitas di persidangan terkait dengan penyelesaian di
muka peradilan.®® Sebuah hukum diterapkan sesuai dengan kasus yang
sedang diperkarakan, atas keunikan tersebut seorang Hakim harus dapat
melakukan interpretasi pemaknaan dari undang-undang maupun peraturan
lainnya yang relevan sebagai landasan yuridis sebuah putusan. Dalam
proses pelaksanaan hukum, disesuaikan dengan kasus yang diperkarakan,
sehingga seorang Hakim dapat melakukan konstruksi berlandaskan pada
keadilan, kebijaksanaan, dan objektifitas. Putusan Hakim yang terkandung
di dalamnya komponen kepastian hukum menimbulkan manfaat terhadap
perkembangan keilmuan di bidang hukum. Putusan hakim yang telah
memiliki kekuatan hukum bukan lagi merupakan sebuah pendapat pribadi,
melainkan pendapat yang mewakili keseluruha lembaga peradilan dan
dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan.

Putusan hakim denga perwujudan kemanfaatan dapat dicapai bila
Hakim tidak serta merta menjalankan sebuah hukum dari segi tekstualnya
saja, tetapi menjadi manifestasi nilai-nilai masyarakat dan dilaksanakan

untuk memberikan manfaat berasarkan kepentingan pihak yang berperkara.

8 Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hal. 51
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Putusan hakim oleh masyarakat secara umum merupakan sebuah hukum
yang memiliki manfaat dalam pemeliharan keseimbangan di tengah
masyarakat. Hal tersebut bertujuan dalam membentuk kepercayaan
masyarakat terhadap struktur hukum secara komprehensif. Hakim di dalam
pertimbangannya harus dapat memberikan logika yang baik guna
menyelesaikan sebuah perkara dengan memberikan putusan yang sedekat-
dekatnya dengan keadilan dan kepastian hukum. Kemanfataan seyognya
hadir beriringan dengan kepastian dan keadilan, maksudnya Hakim
kemudian mampu melakukan evaluasi terhadap tujuan dan manfaat dari
hukum berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Demikian, terdapat
pendapat bahwa eksistesi hukum adalah untuk masyarakat, sehingga
haruslah bermanfaat di dalam kehidupan manusia.

Putusan Hakim di Pengadilan Agama yang ideal adalah putusan
yang terkandung didalamnya asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Namun, dalam pelaksanaanya, terdapat dominasi terhadap salah satu aspek
yang menjadi pertimbangan hukum. Putusan yang demikian tidak dapat
serta merta dianggap melalaikan penggunaan asas-asas tersebut. Ketiga
unsur demikian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, selalu
berkesinambungan dan berkorelasi sebagai acuan dalam bersikap di
hadapan hukum. Realitas yang ada di masyarakat, ketiganya tidak dapat
berjalan beriringan, melainkan akan selalu timbul kontradiksi, misalnya

kepastian hukum yang kontradiksi dengan keadilan, dan sebagainya.
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C. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah skema penelitian, maka dibuat kerangka
konseptual penelitian tentang Upaya Hakim dalam Menerapkan Cita
Keadilan Pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghalang

Kewarisan Saudara D Peradilan Agama.

Keputusam Hakim yang
berdimensi keadilan dilihat
dari dua hal yaitu :

)

72 Y
Proses beracara dan Upaya hakim PA dalam memilih
pembuktian perkara di pandangan/aturan yang sesuai
Peradilan Agama dengan keadilan

Woujud disemnsi Keadilan dalam putusam Hakim
Pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan Sebagai
Penghalang Kewarisan Saudara Di Peradilan Agama.




BAB IlI

METODE PENELTIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengurai kedudukan hajib hirman anak
perempuan- secara akademis bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara
utuh mengenai dimensi cita keadilan kedudukan hajib hirman anak
perempuan dalam KHI. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library
research) dalam bidang hukum normatif dengan menggunakan tradisi
penelitian kualitatif. Konsep dari penelitian kualitatif berkaitan dengan
metode serta alur penelitian yang berhubungan dengan rangkaian hipotesis
yang saling berkesinambungan dengan sifatnya yang unik.®* Penelitian tesis
ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif guna mengkaji konsep keadilan
dalam eksistensi hajib hirman anak perempuan dan hubungannya terhadap
hak waris sandara yang diatur di dalam KHI.

Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau library
research yang merupakan penelitian dimana tujuan untuk menemukan objek
dilaksanakan berdasarkan proses pengkajian data kepustakanaan berupa teks
misalnya buku, jurnal, ensiklopedia, dan jenis dokumen lainnya yang
relevan. ® Adapun bahan yang didapatkan melalui proses kepustakaan
kemudian akan dipilih dengan dasar kualitas materi teks serta novelty baik

dari segi waktu maupun perkembangan pemikiran di dalam teksnya.

* A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian

Kualitatif (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2012), hal. xxiv.
 Abuddin Nata, Metodologio Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), him.173.
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Penelitian pustaka dapat dipahami sebagai proses pemilahan, reduksi, dan
fokus sumber bacaan yang didasarkan pada kualitas baik dari materi hingga
kelazimannya untuk digunakan sebagai sebuah referensi di dalam
penelitian.®

Penelitian ini memiliki corak penelitian hukum normative atau dalam
ungkapan Peter Mahmud Marzuki disebut sebagai legal research dengan
berbagai pendekatan. Korelasinya dengan hukum, memicu penelitian ini
berfokus pada analisa pengaturan hukum maupun asas hukum yang
melandasinya. Penelitian hukum normative ialah penelitian yang dilandasi
bahan hukum dalam bentuk primer atau sekunder. Penelitian hukum
normative akan memandang hukum dalam karakteristiknya yang berkaitan
dengan kaidah maupun norma.”

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis nromatif yang digunakan dalam kepenulisan ini
dilandasi pada norma hukum yang termaktub dalam peraturan perundang-
undangan maupun putusan pengadilan. ® Demikian, penelitian ini tidak

terlepas dari pendekatan peraturan perundang-undangan dengan cara

% Terdapat empat karakteristik penelitian kepustakaan, yani penelitian akan berinteraksi langsung
dengan teks, tidak mengacu kepada informasi di lapangan seperti saksi, naasumber, hasil
observasi baik kepada orang maupun benda lain. Selain itu, ciri penelitian pustaka ialah adanya
ata kepustakaan yang siap pakai dimana data mentah yang termaktub di dlaam teks dianalisa
penulis untuk menjadi dasar argumentasi. Data kepustakaan di dalam penelitian pustaka
lazimnya merupakan data sekunder dan bukanlah data perimer yang didapatkan di lapangan.
Serta yang terakhir, situasi data pustaka tidak terbatas pada ruang dan waktu. Abuddin Nata,
Metodologio Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 3.

¥ Soerjono, Soekanto dan Sri Pamudji, Pengantar Penelitian Normatif, (Jakarta: Rajawali Pres,
1985), hal. 15.

8 penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang melakukan kajian terhadap doktrin serta
asas di dalam keillmuan hukum. Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hal..24 dan hal. 105.



65

dilakukan telaah, kajian, serta analisa terhadap ketentuan di dalam hukum
yang tertulis dalam bentuk peraturan, dalam hal ini berkorelasi dengan
pedoman terhadap penerapan citra hukum dalam hajib hirman bagi
perempuan terhadap sandara di Pengadilan Agama. Selain pendekatan
perundang-undangan, dilakukan pendekatan kasus dengan cara mengkaji dan
menganalisa kasus yang relevan dengan problematika yang sedang
dipertanyakan dalam fokus masalah dan merupakan putusan pengadilan yang
statusnya telah berkekuatan hukum tetap.

Pendekatan selanjutnya yang digunakan ialah dengan pendekatan
sejarah guna menemukan ciri khas dari ganun yang telah dibuat baik dari segi
materi perundang-undangan maupun historisnya agar menjadi pertimbangan
untuk mendapatkan jawaban dari kelemahan peraturan yang telah ada.
Peneliti berfokus pada harapan terhadap kepastian hukum serta kemanfaatan
hukum dari penyelesaian problematika yang dianalisa melalui sisi historisnya
hingga jelas kemanfaatannya dari sebuah peraturan relevan yang telah berlaku.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yang dapat dimaknai
sebagai kajian terhadap cita keadilan eksistensasi hajib hirman bagi anak
perempuan yang termaktub di dalam KHI. Pendekatan dengan sidat tersebut
dilandaskan pada ketentuan aturan serta teori yang relevan dengan
implementasi keadilan dalam penyusunan noma serta keputusan Hakim
terkait dengan eksistensi hajib hirman bagi anak perempuan dalam kewarisan.
Pendekatan deskritif di dalam penelitian bertujuan untuk memberikan

deskripsi ataupun gambaran terhadap status penghalang dari anak perempuan
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bagi hak kewarisan saudara pewaris serta manifestasi keadilan pada
formulasinya di dalam KHI.*

Pendekatan yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini ialah
pendekatan analisis yang ditujukan dalam proses analisa dasar hukum
terhadap status hajib hirman bagi anak perempuan terhadap hak kewarisan
saudara pewaris yang termaktub di dala KHI. Selain itu dilakukan analisi
terhadap alternatif penyelesaian problem hukum terkait keadilan pada
rumusan KHI, sehingga diketahui wujud formulasi cita keadilan dalam
penetapan status penghalang (Hajib Hirman) anak perempuan dalam KHI.

Penelitian ini juga didasarkan pada pendekatan perbandingan.
Perbandingan hukum yang dapat digunakan adalah perbandingan pemikiran
diantara para ahli dalam permasalah hijab hirman anak perempuan terhadap
sandara pewaris serta formulasi diseminasi cita hukum (keadilan) dalam KHI .

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua,
pertama ialah data primer dimana didapatkan berdasarkan pada
keselarasannya dengan prooblematika yang menjadi fokus masalah dalam
penelitian ini. Yakni berkaitan dengan hal sebagai berikut: 1) Pemaknaan
konsep Hijab Hirman Anak Perempuan dalam KHI. Data ini akan diperoleh
dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku Il mengenai Hukum Kewarisan,
PERMA No. 3/2017. 2) data berkaitan dengan putusan pengadilan akan

diperoleh dari putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung RI No. 86

# Subekti, Desain Hukum di Ruang Sosial yogyakarta: Thafa Media, 2013), hal. 195-196
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K/AG/1994, No. 122 K/AG/1995 dan No. 241 K/AG/2002, Putusan
Mahkamah Agung No. 86K/ AG/ 1994 terkait Hijab Hirman Anak
Perempuan, tingkat banding, PTA No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.

Selanjutnya ialah data sekunder yang dimaknai sebagai data yang
diperoleh dari dokumen resmi, hasil kajian di hukum, laporan, karya ilmiah
yang bereputasi dan memiliki kredibilitas selaras dengan penyelesaian
permasalahan di dalam penelitian ini.

D. Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah dikumpulkan serta diinvetarisasi
menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, serta komperatif. Metdoe
berfikir induktif merupakan metode dengan melakukan penelitian serta kajian
problematika yang bersifat khusus berlandasakan pada kenyataan yang
bersifat khusus pula, dimana kemudian fakta yang telah didapatkan menjadi
dasar pengambilan sebuah keputusan yang memiliki sifat umum.® Sedangkan
metode deduktif merupakan metode dengan membuat kesimpulan yang
memiliki sifat khusus berdasarkan informasi yang memiliki sifat umum. *!

Metode komperatif dapat dimakai sebagai metode dengan fokus untuk mencari
jawaban dari sebuah problematika dengan kajian faktor-faktor yang relevan dengan
kenyataan hukum yang sedang dikaji dan melakukan perbandingan dengan sebuah

faktor lainnya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

% Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Cet ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal.. 42
% Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Cet ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal.. 42
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E. Tehnik dan tahapan Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti
untuk menghimpun data-data penelitian yang selanjutnya akan dianalisa. Data
yang telah dikumpulkan menjadi bukti konkrit terlaksananya sebuah
penelitian, dalam hal ini ialah melakukan penelitian kepustakaan.
Pengumpulan data menjadi hal yang lazim dilakukan dalam sebuah penelitian
kepustakaan. Proses telaah terhadap teks berupa buku yang berkorelasi
dengan fokus kajian. Data tersebut dihimpun berdasarkan Klasifikasi yang
didasarkan pada inti permasalahan. Selanjutnya, dilakukan penelitian dengan
cermat dan teliti dan pemilihan terhadap data yang dapat digunakan dalam
penelitian. Riset kepustakaan merupakan cara untuk mencari, menelusuri dan
mengumpulkan data kepustakaan yang lebih utama dibanding dengan
pemenuhan fungsi persiapan kerangka penelitian, yakni melakukan
penajaman terhadap metode serta mendalami kajian bersifat teoritis. Hal
tersebut dikarenakan riset pustaka berfokus pada sumber kepustakaan dalam
mendapatkan data penelitian tanpa berinteraksi secara konkrit di lapangan.®

F. Tehnik analisa data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif-analitis dengan teknis interpretasi guna memahami serta
menjelaskan kesinambungan di antara data-data yang telah dihimpun dan
diolah guna mendapatkan sebuah pemahaman baru yang lebih komprehensif

didasarkan pada upaya rekonseptualisasi terhadap data kepustakaan. Metode

*2 Bungin , 2005 hal. I. 25
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deskriptif berfokus pada kajian yang diwujudkan dengan timbulnya
pemahaman serta tafsir dari data yang ada. Adapun dalam penelitian ini akan
dilakukan tiga tahapan analisa data. Pertama ialah proses pembacaan data
serta perumusan kode, klaster, maupun label yang diselaraskan dengan topik
penelitian yang menjadi fokus sebelumnya pada tahapan pengumpulan data.
Pada tahapan tersebut akan dilakukan tiga hal, yakni mereduksi data yang
dianggap tidak relevan dengan penelitian, memilah data yang relevan menjadi
dasar untuk menjawab problematika hukum di dalam penelitian, serta
melakukan interpretasi serta analisa data yang memiliki sifat subjektif untuk
selanjutnya ditemukan pemaknaannya yang bersifat objektif, selanjutnya akan
ditarik kesimpulan dan penyusunan formulasi rumusan kebijakan terkait anak
perempuan Yyang kedudukannya dianggap menjadi penghalang pada
kewarisan saudara di dalam KHI. Selanjutnya upaya hukum Peradilan Agama
dikaji dan formulasikan untuk mewujudkan hukum kewarisan yang
berkeadilan dalam memutuskan sebuah problematika terhadap eksistensi anak

perempuan yang menjadi penghalang hak waris dari saudara Pewaris.*

% Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design (California: Sage Publication, 2013). hal. 52



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

UPAYA HAKIM DALAM MENERAPKAN CITA KEADILAN PADA

KASUS KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PENGHALANG

KEWARISAN SAUDARA DI PERADILAN AGAMA

A. Pandangan Para ahli Hukum Islam Indonesia tentang Kedudukan
anak perempuan sebagai penghalang Hajib Hirman terhadap hak
kewarisan saudara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada prinsipnya setiap pembentukan norma, termasuk norma
kewarisan Islam  dimaksudkran untuk memberikan landasan yuridis atas
perbuatan hukum. Dalam kerangka ini, seluruh rangkaian hukum kewarisan
Islam- idialnya harus jelas dan terjalin secara sistematis dan harmonis
sehingga kepastian hukum kewarisan bisa berjalan secara efektif. Regualsi
hukum positif tentang kewarisan Islam yang terwujud dalam kompilasi
Hukum Islam (KHI) ldealnya juga harus mampu memilih pandangan yang
lebih kuat dan relevan dengan kondisi masyarakat muslim Indonesia- untuk
kemudian di kodifikasi dan di legislasi menjadi sebuah undang-undang.

Namun demikian, dalam dataran realitasnya masih terdapat ketidak-
jelasan norma dalam pasal-pasal KHI. Salah satunya adalah yang terkait
dengan hukum kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan
saudara. Ketidakjelasan ketentuan ini telah berimplikasi pada perbedaaan

penafsiran, bahkan perbedaan keputusan hakim yang kemudian berujung

70
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pada kurangnya efektifitas implementasi cita kemanfaatan dan keadilan
kewarisan Islam **

Pada prinsipnya KHI tidak menjelaskan secara tegas dan jelas
tentang bisa atau tidaknya anak perempuan sebagai penghalang ahli waris
saudara perempuan untuk mendapatkan warisan. Adapun pasal yang secara
tidak langsung menjelaskan masalah kedudukan anak perempuan sebagai
penghalang (Hajib Hirman) terhadap hak kewarisan saudara - adalah pasal
181 dan pasal 182. Pasal ini sesungguhnya menjelaskan bagian saudara
jika bersamaan dengan Anak dan para ahli waris lainnya, bukan secara
khusus menjelaskan masalah boleh tidaknya anak perempuan sebagai
penghalang kewarisan sandara perempuan .>

Dalam Pasal 181 KHI dinyatakan bahwa:
Bila Pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat

1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-
sama mendapat 1/3 bagian.”

Sedangkan pasal 182 KHI dinyatakan bahwa:

Bila Pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah,
sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka
ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama
dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih,
maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung

9 Sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, khususnya buku Il tentang Hukum
Kewarisan dalam KHI, sejak awal telah menimbulkan kontradiksi, baik teks pasal yang
dianggap bertentangan dengan nash, maupun penghapusan hukum-hukum, seperti ashabah,
beda agama, hajib mahjub, dan lain-lain, yang turut berimplikasi kepada munculnya
disparitas putusan hakim di Pengadilan agama.

% Euis Nurlaelawati, Problematika Hukum Kewarisan Islam, hal. 217-218.

% pasal 181 KHI
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atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara
perempuan.

Mengacu pada kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa hak
waris saudara kandung hanya bisa diberikan jika tidak ada anak.
Sebaliknya, jika pewaris mempunyai anak, maka saudara kandung tidak
bisa mendapatkan warisan- yang dalam bahasa kewarisan Islam disebut
dengan istilah terhijab (terhalangi) secara hirman (total). Dalam dunia
hukum, cara pemaknaan kebalikannya ini (mafhum Mukhalafah/ in
contrario) merupakan cara yang di terima oleh mayoritas. Metode
penafsiran ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang
menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu
terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku
kebalikannya.®’

Walaupun demikian, kedua pasal tersebut tetap tidak bisa
memberikan jawaban secara pasti terhadap boleh tidaknya anak
perempuan menghijab saudara. Karena kedua pasal tersebut terminologi
“anak”. yang maknanya bisa berarti anak laki-laki atau anak perempuan.
Penggunaan terminologi “anak” yang multitafsir inilah yang kemudian
menyebabkan terjadinya perbedaan dikalangan para ahli dan hakim di
peradilan Agama- apakah yang dimaksud dengan kata “Anak” mengacu

hanya kepada laki-laki sebagaimana dalam penafsiran kalangan Sunni,

¥ Achmad Ali, Ibid hal. 197.
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atau mengacu kepada laki-laki dan perempuan sekaligus sebagaimana
dalam penafsiran Ibnu Abbas.”®

Para ahli tetap mempertanyakan mengapa para pembuat KHI tidak
memperjelas maksud pasal ini dengan menggunakan kata-kata anak
perempuan dan anak lelaki- ketika yang dimaksud dengan anak yang bisa
menghijab saudara kandung adalah anak perempuan dan anak lelaki
sekaligus. Atau dengan menggunakan kata anak laki-laki saja ketika
tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa anak laki-laki saja yang dapat
menghalangi kewarisan saudara kandung. %

Sampai saat ini telah terdapat dua pandangan yang berbeda
dikalangan para ahli hukum Islam Indonesia dalam menafsirkan kata
“Anak” dalam pasal 181 dan 182 yaitu:

1. Kelompok pertama

Kelompok ini berpandangan bahwa anak yang dimaksud
dalam KHI pada pasal 181 dan 182 adalah mencakup anak laki-laki
dan perempuan sekaligus. Makna ini berimplikasi pada posisi anak
perempuan yang mempunyai kedudukan sama dengan anak laki-laki
dalam hijab-menghijab- terutama ketika mereka bersama dengan

saudara. Pandangan ini umumnya di pegang oleh pendukung

%8 Euis Nurlaelawati, Problematika Hukum Kewarisan Islam, hal. 224.

9 Euis Nurlaelawati,“Kedudukan Anak Perempuan VS Saudara Kandung”,dalam Puslitbang
Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemetrerian Agama RI, Problematika
Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 224
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kesetaraan laki-laki perempuan di indonesia. Diantaranya adalah Drs.
H. M. Anshary S.H., M.H dan Prof. Hazairin.*®

Dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan
Praktik, Anshary mengatakan bahwa ahli waris yang hanya terdiri dari
anak perempuan walaupun dia hanya seorang- maka dia dapat menjadi
peng-hijab hirman bagi saudara si mayyit dalam semua jenis. Bahkan
posisinya bisa menjadi peng-hijab Nughsan bagi suami, istri, ayah dan
ibu. Pendapat beliau ini mengacu kepada dalil Al- Qur’an surat An-
nisa’: 176. lebih lanjut Anshary mengatakan sekiranya ahli waris itu
hanya terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang saudara
perempuan, maka saudara perempuan tersebut terhijab secara total
oleh anak perempuan. Walaupun terdapat hadits yang mengatakan
bahwa apabila ahli warisnya terdiri dari anak perempuan dan
saudara perempuan, maka anak perempuan mendapatkan %2 dan
saudara perempuan mendapat 1/6, namun menurut Anshary -
ketentuan hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena
bertentangan dengan ketentuan yang terdapat didalam Q.s An-nisa’

ayat 176 tersebut. Jika ketentuan hadits bertentangan dengan Nashh

% Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin SH, dengan Gelar Pangeran Alamsyah

Harahap. 12 Gelar kehormatan akademik adalah “Profesor” diberikan oleh Senat Guru Besar
Universitas Indonesia atas prestasinya di kedua bidang hukum yakni hukum Islam dan
hukum Adat, dengan keahlian Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, penganugerahan Profesor diberikan padanya tahun 1952.
Sedangkan gelar “Gelar Pangeran Alamsyah Harahap” diberikan atas jasanya yang peduli
terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan, ketika ia ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di
Pengadilan Negeri Padang sidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat di
sana. Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral
Hazairin, h. 57



75

ayat, maka yang dijadikan dalil adalah Nashh ayat, sedangkan
keberadaan hadits perlu diragukan kesahihannya.**

Sementara, Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan
Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits” mengemukakan bahwa apabila
seorang meninggal dan ahli waris yang ditinggalkan itu terdapat
golongan yang lebih utama walaupun hanya seorang anak perempuan,
maka anak perempuan tersebut dapat menghijab seluruh ahli waris dari
golongan lainnya termasuk saudara si mayyit. %

Penafsiran kata “anak” dengan anak laki-laki dan perempuan
dalam pasal KHI ini oleh Hazairin dan Azhary dipandang lebih sesuai
dengan  masyarakat Indonesia khususnya yang menganut sistem
kewarisan bilateral. Dalam teori hukum kewarisan Islam bilateral
menurut Hazairin, seorang anak- baik laki-laki maupun perempuan
merupakan kelompok keutamaan pertama yang dapat menghijab
kelompok keutamaan kedua, yaitu saudara. Pemposisian kedudukan
anak perempuan sama dengan kedudukan anak laki-laki dalam hijab-
menghijab, terutama ketika mereka berada bersama saudara-

merupakan terobosan baru dalam rangka menkontekstualisasikan KHI

dengan tuntutan masyarakat muslim saat ini.**®

101y, Anshary Mk, Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan praktik,(Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013), hal. 130
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilareral meurut qur’an dan hadits, (Jakarta: Tintamos, 1967), hal.
18
103 Euis Nurlaelawati, Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan
Anak Perempuan versus Saudara Kandung, Jurnal Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1,
2012/1433, hal. 82.



76

Dalam kerangka memperkuat pandangannya- Hazairin
menyatakan bahwa dimaksud dengan kaldlah adalah seseorang yang
meninggal tanpa mempunyai anak (walad). Dalam surat Al-Nisa’ ayat
11 dijumpai bentuk jamak dari walad yaitu awlad dan disana tegas
dinyatakan bahwa walad itu mungkin anak laki-laki, mungkin anak
perempuan, mungkin keduanya bersama-sama, atau mungkin pula
tidak seperti dalam bagian kalimat “fa“in kunna Nisa’’an”*** Maka
jelaslah bahwa arti walad ialah setiap anak, boleh anak laki-laki dan
boleh juga anak perempuan. Sehingga pengertian arti kalalah dalam
ayat 12 dan 176 surat Al-Nisa’ adalah keadaan seseorang yang mati
dengan tidak ada baginya seorang anak pun, baik anak laki-laki
maupun anak perempuan.

Hazairin berpendapat,bahwa sistem kewarisan yang terkandung
dalam al-Qur’an sebenarnya menganut sistem kewarisan yang bercorak
bilateral seperti zu al-fara’id, zu al-Qarabah, dan mawali. Berlainan
dengan rumusan ahli fikih khusunya Mazhab Syafi’i yang menjelaskan
sistem kewarisannya bersifat patrilinial yaitu zu al fara’id, ‘asabah dan
zu al arham.*® .

Menurut Hazairin, pandangan para mujtahid 'Ahlu al-Sunnah
yang memilih asas patrinial dalam kasus ini hanya bisa dianggap
benar sesuai dengan kondisinya. Dimana figih 'Ahlu al Sunnah

terbentuk dalam masyarakat Arab yang bersendikan sistem

104 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, cet. VI, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982), hal. 50.
105 Abdulllah Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangnnya di Seluruh Dunia Islam, hal. 6
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kekeluargaan patrilineal dalam suatu masa ketika bentuk

kemasyarakatan belum berkembang'®

Keadaan inilah yang menurut
Hazairin yang mempengaruhi para ulama ahlus sunnah dalam
menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw.
Hazairin meyakini bahwa secara keseluruhan al-Qur’an menghendaki
masyarakat yang bilateral dan keberagaman. Baginya, hukum
kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adalah ikhtilaf manusia
dalam mengartikan al-Qur’an.*”’

Ungkapan ‘Salih likulli zamanin wa makanin’ nampaknya
menjadi pijakan utama bagi kalangan para ahli hukum Islam Indonesia
ini dalam menginterpretasi ayat-ayat al Qur’an agar supaya
penafsirannya sesuai dengan nilai-nilai universal al-Qur’an. Karena
realitas adalah sesuatu yang tak terbatas, sedangkan Nashh memiliki
batasan. Kenyataan ini menjadi faktor terjadinya upaya
kontekstualisasi. Sehingga muncullah beberapa bentuk penafsiran-
penafsiran baru yang mempertimbangkan fakta sosial dan budaya yang
berlaku, atau dengan cara mendialogkan teori ilmu pengetahuan
dengan agama

Dalam konteks Islam Nusantara, Hazairin memilih penafsiran

hukum yang cocok dengan sistem kewarisan Bilateral yang nota-

benenya di pandang cocok dengan masyarakat Indonesia. Yaitu

106 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, (Jakarta: Tinta Mas,
1981), hal. 2

107

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, hal. 75
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sistem kewarisan yang memberikan hak secara sama pada garis laki-
laki maupun garis perempuan  untuk mendapatkan kewarisan.
Kedudukan keturunan melalui anak perempuan dipandang sama
kuatnya dengan keturunan melalui anak laki-laki.  Penafsiran
kewarisan secara bilateral semacan ini merupakan reaksi dari susunan
masyarakat yang diwariskan oleh fikih sunni yang bersifat patrilineal.
Penafsiran kelompok pertama yang di motori Hazairin ini mencoba
untuk mendialogkan antara Nashh dengan realitas dan budaya yang
berlaku di Indonesia. **®

Menurut Hazairin, penafsiran ini juga dipandang sesuai dengan
substansi pasal KHI, yaitu keadilan dalam kewarisan. Karena dalam
KHI sendiri sebanrnya terdapat sejumkah ketentuan yang berbeda
dengan aturan dalam fikih Islam seperti dengan ketentuan kewarisan
bagi ahli waris pengganti, anak angkat menunjukkan adanya upaya
agar hukum Islam di formulasikan secara kontekstual dengan
mempertimbangkan spirit kelslaman dan hukum adat Indonesia.
Ketika KHI menetapkan wasiat wajibah bagi anak angkat, hal itu-
menurut Hazairin- karena para perumus KHI telah mempertimbangkan
spirit kelslaman dan hukum adat yang berlaku bagi anak angkat, yang
nota-benenya telah melahirkan ikatan emosional antara anak dan orang

tua angkat.

108 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, hal.. 6



79

Cara penafsiran hukum kewarisan dalm KHI dengan menggali
dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat- menurut
Hazairin merupakan upaya untuk merealisasikan keadilan seadil-
adilnya. Karena pembagian hukum Kkewarisan anak perempuan
bersama sama dengan saudara adalah termasuk dalam katagori hukum
yang bersifat teknis dan bersifat temporer- yang pembentukannya
berdasarkan pertimbangan adat-istiadat atau budaya. Kalau dikaitkan
dengan penerapan pada ketentuan ketentuan kadar pembagian harta
warisan dalam al-Qur’an, maka ketentuan anak laki-laki (umpamanya)
berhak mendapat dua kali pembagian anak wanita hanya relevan
dengan masyarakat yang kulturnya dengan kultur masyarakat masa
ayat diturunkan.'®?

Sesuai pada pola pikir golongan ini, Hazairin menjelaskan
mengapa Ketentuan ayat seperti itu dibentuk seperti demikian? Karena
dalam masyarakat pada waktu al-Qur’an diturunkan, tanggung jawab
memberi nafkah” dipikul oleh pihak laki-laki, baik terhadap saudara
perempuannya yang pada suatu saat membutuhkannya, maupun
terhadap anak istrinya. Oleh karena itu wajar bila pembagian anak laki-
laki lebih banyak dari pembagian anak perempuan dari harta
peninggalan orang tua mereka.

Hukum kewarisan bagi anak perempuan bersamaan dengan

saudara - menurut kelompok ini bersifat teknis yang temporer, karena
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pembentukannya berdasarkan pertimbangan adat-istiadat atau budaya
Arab pada waktu ayat diturunkan. Kalau dikaitkan dengan penerapan
pada ketentuan ketentuan kadar pembagian harta warisan dalam al-
Qur’an, maka ketentuan anak laki-laki (umpamanya) berhak mendapat
dua kali pembagian anak wanita hanya relevan dengan masyarakat
yang kulturnya dengan kultur masyarakat masa ayat diturunkan.*°
Oleh karena itu wajar bila pembagian anak laki-laki lebih banyak dari
pembagian anak perempuan dari harta peninggalan orang tua mereka.

Lebih lanjut Hazairin menyatakan “Jika ketentuan dalam ayat-
ayat itu memang perlu dianggap sebagai hukum yang dapat ditelusuri
alasan atau “illat” pembentukan hukumnya seperti dikemukakan oleh
aliran di atas, maka perlu disadari bahwa apa yang dianggap sebagai
illat hukum itu yaitu: “tanggung jawab laki-laki untuk menjamin
nafkah” saudara-saudara perempuannya yang sedang dalam kesulitan
dan nafkah anak dan istrinya, adalah juga ajaran Allah yang harus
ditaati dan dilestarikan. Hanya saja, adanya fakta tentang kerjasama
dalam mencari nafkah antara suami istri atau adanya saudara
perempuan yang tidak memerlukan bantuan saudara laki laki- tidak
berarti telah mengubah posisi laki-laki sebagai kepala keluarga yang
bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika hendak menghindarkan kesenjangan yang

dikhawatirkan itu, maka jalan keluarnya bukan dengan mengabaikan

110 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, hal. 6
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ketentuan-ketentuan teks al Qur’an, tetapi dengan cara memperlakukan
hukum kewarisan itu oleh penguasa dalam suatu masyarakat dengan
memperlakukan hukum nafagat (hukum yang mengatur hal ihwal
nafkah). Bila mana dua bagian itu serentak diperlakukan, bila ada yang
mengabaikan kewajibannya, maka pihak yang merasa dirugikan bisa
menuntut haknya di pengadilan. Pihak yang mengabaikan
kewajibannya patut mendapat hukuman. Adanya suatu hukuman
berarti adanya suatu pelanggaran dan adanya pelanggaran hendaknya
diluruskan.

Posisi anak perempuan dalam kasus ini menurut Hazairin -
tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum waris dan
pelaksanaannya. Surat An-Nisa’ (4): ayat 11, menurut Hazairin
membatalkan kebiasaan di awal Islam di mana dengan perjanjian orang
dapat saling mewarisi. Menurut riwayat sebab nuzulnya, ayat ini juga
membatalkan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan bagian
kepada ahli waris wanita seperti istri dan anak wanita, bahkan juga
kepada anak laki-laki jika masih kecil.*™*

Sebuah struktur sosial lanjut Hazairin- dapat mempengaruhi
pembentukan dan pemberlakuan hukum waris Islam. Karena dalam
masyarakat Arab menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka
aturan pemberian warisan kepada laki laki menjadi lebih besar. Aturan

ini memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem

UL Khisni, Hukum Waris Islam, Cet. 1, Unissula Press, Semarang, 2011, hal. 73.
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kekerabatan itu. Tetapi bagi masyarakat muslim saat ini- aturan
kewarisan Islam tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan
patrilineal. Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan
kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita (struktur masyarakat
bilateral), maka lebih diterima jika aturan hak dan kewajiban
ditetapkan secara seimbang, termasuk hak dalam warisan.

Kelompok ini menganggap bahwa hukum waris itu dapat
berubah, karena pengaruh kehidupan masyarakat muslim atau karena
perubahan struktur sosial. Bahkan perubahan hukum waris itu visa
disebabkan oleh sebab yang lebih kecil yaitu: “struktur keluarga”.
Secara umum keluarga dalam masyarakat modern Indonesia cenderung
menempatkan model “keluarga inti”, yaitu: “bapak, ibu dan anak”
tanpa sanak saudara. Sebuah bentuk susunan keluarga yang standar
dan diterima secara sosial. Dengan perkataan lain, keluarga inti
merupakan model yang modern dalam masyarakat industri.
Masyarakat modern Indonesia telah mengenal bahkan menerapkan
model keluarga inti- baik di perkotaan maupun di pedesaan. Keadaan
seperti ini terjadi di manapun, di negara-negara yang sedang
membangun termasuk Indonesia yang Kkini berada dalam periode
peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.

Mengacu pada argumentasi diatas, kelompok pertama ini
berkesimpulan bahwa “selagi ada anak (baik laki laki maupun

perempuan)- maka keberadaanya harus menghalangi saudara kandung
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Pewaris. Alasannya karena secara faktual- saudara kandung Pewaris
tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya. la
hanya mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya
masing-masing. Walaupun al-Qur’an menyatakan secara sharih
melalui redaksi “wa in kanat waahidatan falaha al-nishfu”, namun
yang penting adalah ditegakkannya keadilan- bukan hanya terpaku
pada kejelasan teks (sharih) al-Qur’an.

Diskripsi diatas menunjukkan bahwa kelompok pertama ini
menganggap struktur keluarga ikut mempengaruhi pembentukan
ketentuan sharih al-Qur’an, sedangkan kenyataan struktur keluarga itu
sendiri sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Aturan hukum waris yang
sudah sharih dalam al-Qur’an- terkadang tidak sepenuhnya dapat
diterapkan, tetapi memerlukan modifikasi melalui ijtihad, karena
adanya hukum lain yang juga datang dari Allah, yaitu: “kenyataan
struktur keluarga”.

Kelompok pertama ini menolak jika penafsirannya menyalahi
ruh KHI. Karena secara Faktual- formulasi ketentuan hukum waris
Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap melakukan ijtihad
atau menafsirkan hukum waris Islam dengan mengakomodir hukum
Adat seperti cucu dapat menggantikan kedudukan ayahnya dalam
mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh sebagai
“ahli waris pengganti”. Dalam kitab-kitab fikih klasik ketentuan

demikian tidak ada. Karena warisan itu pada dasarnya hanya untuk
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ahli waris yang masih hidup. Aturan KHI juga memberi hak kepada
anak angkat atau orang tua angkat. Sedangkan al-Qur’an jelas jelas
tidak mengakui keberadaan anak angkat atau orang tua angkat. Akan
tetapi anak angkat atau orang tua angkat bisa mendapat warisan
melalui aturan*‘wasiat wajibah”.

Akhirnya kelompok ini berkesimpulan bahwa keberadaan
hukum kewarisan Islam yang dulunya dipandang gath’i- kemudian
bisa berubah dan harus ditafsir pada tingkat penerapan (aplikasi)
melalui putusan Pengadilan Agama. Hal ini wajar karena Pengadilan
Agama di samping sebagai “institusi hukum” juga sebaggai “institusi
sosial”. Pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Sebagai institusi
sosial, peran Pengadilan Agama (para hakimnya) harus dapat
mengakomodir perkembangan sosial (teori kausalitas, teori Nashakh).
Hukum waris termasuk hukum mu’amalah, maka dapat dikembangkan
(terbuka).'*? Orientasi penerapan hukum waris adalah keadilan dan
pada tingkat penerapan di pengadilan itu yang dihadapi adalah hukum
kasus. Dalam hukum kasus yang dihadapi pengadilan, yaitu kasus
berbeda-beda dan nuanapun berbeda-beda pula, sehingga putusan
berbeda pula (teori illat hukum, teori rasionalitas). Dengan kata lain,
bahwa hukum kewarisan yang dipandang qath’i atau ta’abbudi pada

tingkat pelaksanaan (tanfidz) bisa dhanny atau ma’qulat al-ma’na

M2 A Khisni, Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi ljtihad Hakim
Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewaarisan dalam Kompilasi Hukum
Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional), Program Doktor llmu Hukum UII,
Yogyakarta, 2010, hal. 60.
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untuk mewujudkan keadikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-
Syari’.

Kelompok ini juga menganggap bahwa kewarisan dalam KHI
secara umum mengambil doktrin figih tradisional dan merujuk pada
Nashh-Nashh al-Qur“an. Namun demikian, terdapat sebagian aturan
dalam KHI yang- menurut kelompok ini harus diperbaharui. Salah
satunya dalam pasal 182 KHI yang terkait dengan bagian saudara-
yang menurut KHI-hanya dapat bagian jika pewaris tidak
meninggalkan anak. Jika terminologi anak- dimaknani hanya anak
laki-laki- maka saudara akan dapat memperoleh harta waris jika
pewaris hanya meninggalkan peraris anak perempuan.

KHI  menetapkan bahwa bagian saudara ditentukan oleh
keberadaan anak. Saudara hanya akan memperoleh harta waris jika
pewaris tidak meninggalkan anak. Jika pemaknaan terminologi “anak”
yang disebutkan dalam al-Qur*“an di domiNashi oleh pandangan para
ulama sunni, tentu otoritas penjelasan terminologi “Anak” dalam
KHI- diberikan pada hakim. Hanya saja, karena tidak ada kewajiban
untuk memilih diantara dua pandangan, maka penefisran dan
keputusan hakim Peradilan Agama akhirnya menjadi bervariasi.

Dalam konteks kewarisan Islam di Indonesia, penafsiran
kelompok pertama ini termasuk langkah pembaharuan yang bertipekan
extra-ordinari reform. Terdapat dua tipe pembaharuan yang secara

umum diterapkan oleh negara-negara Muslim, yaitu intra dan ekstra
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doktrinal. Intra doktrinal adalah metode pembaharuan yang
diterapkan dimana para pembaharu melakukan penafsiran terhadap
hukum dan tidak beranjak jauh dari teks hukum yang ada. Sementara
ekstra doktrinal adalah sebuah metode yang menyiratkab bahwa
pembaharu melakukan penafsiran terhadp teks dan beranjak jauh dari
maksud atau menyimpang dari teks yang ada.*™ Pada level ini, KHI
menerapkan metode ekstra doktrinal, dimana penyusun kompilasi
melakukan interpretasi terhadap teks al-Qur*an dan menentukan aturan
yang berbeda dari apa yang sudah diatur oleh figih. Pola pembaharuan
ini dipandang relevan jika diterapkan dalam legistasi hukum
kewarisan Nashional karena saat ini pewaris lebih mengedepankan

ahli waris inti yakni, bapak, ibu, dan anak.

3. Kelompok Kedua

Kelompok ini  berpandangan bahwa terminologi anak yang

dimaksud dalam KHI adalah terbatas pada pengertian anak laki-laki.

Konsekwensinya saudara harus diberikan harta waris jika pewaris tidak

meninggalkan anak laki-laki. Dengan demikian, anak perempuan harus

berbagi harta warisan dengan saudara mayyit. Kelompok ini menganggap

bahwa anak yang dimaksud dalam pasal 181 KHI harus dipahami anak

laki-laki saja yang mempunyai kedudukan menghijab saudara, sedangkan

anak perempuan tidak.'** Pandangan kelompok kedua ini yang di usung

113

ibid, hal. 219

1% \wahbah al-Zuhailiy, al-Figh al-lslami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 6.

h.7699.
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oleh mayoritas ulama dan intelektual muslim Indonesia ini dipengaruhi
oleh pandangan mayoritas ulama sunni yang menganggap bahwa yang
dimaksud dengan kata “walad” (anak) dalam ayat tersebut adalah khusus
anak laki-laki tidak mencakup anak perempuan. Pandangan ini dianut oleh
Tokoh Ulama tradisionalis yang tere-presentasikan dalam MUI.**®

Dengan demikian keberadaan anak perempuan- menurut kelumpok
ini tidak menghalangi saudara kandung laki-laki. Masing-masing mereka
harus mendapat bagian dari harta peninggalan Pewaris. Saudara dan anak
perempuan Pewaris secara bersama sama dapat mewarisi harta
peninggalam Pewaris. Pendapat inilah yang populer di kalangan para ahli
hukum Islam dan menurut ahli tafsir al-Qurthubi dalam buku tafsirnya al-
jami’ li ahkam ~al-Qur’an, pendapat tersebut merupakan pendapat
mayoritas ulama sunni.

Dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia, kelompok
pendukung jumhur ini- kemudian mengusung Asas Keadilan Berimbang

dalam sistem kewarisan KHI,®

Asas ini meniscayakan pemenuhan hak
dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara keseimbangan. Laki-
laki dan perempuan akan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban
yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan

117

masyarakat. Dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta

peninggalan/warisan yang diterima oleh ahli waris, pada prinsipnya

115

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2004, hal 438
116 | ihat Amir Syarifuddin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, hal..17

117 Muhammad Daud Ali, 2011, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal..143.
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bertujuan untuk kelanjutan tanggung jawab masing-masing terhadap
keluarga. Laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu tehadap dirinya dan
keluarganya, sehingga bagian harta warisnya pun akan mengikuti besarnya
tanggung jawab tersebut. "'®* Sementara secara praktis, '** Asas ini
didefinisikan sebagai asas yang mengatur besar porsi yang diterima ahli
waris yang berhak dengan perbandingan bagian laki-laki adalah 2 (dua)
kali lipat dari bagian perempuan.*?

Asas Keadilan Berimbang merupakan salah satu pondasi dasar
dalam Hukum Kewarisan Islam. Bersama dengan beberapa asas lainnya,
asas ini memberikan bentuk dan karakteristik hukum kewarisan Islam
yang membedakannya dengan sistem hukum kewarisan lain, seperti
hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan berdasarkan Burgerlijk
Wetboek (BW) yang berlaku di Indonesia.***

Secara teoritis, Asas Keadilan Berimbang mengandung pengertian
bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban,
antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

Laki-laki dan perempuan akan mendapat hak yang sebanding dengan

18 jhat Syamsul bahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum
Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama, 2015, Kencana, Jakarta, hal. 47

9 Haniah Ilhami, Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam
Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, MIMBAR HUKUM Volume 32,
Nomor 2, Juni 2020, Halaman 243- Secara teknis azaz keadilan berimbang ini baru
digunakan dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang
disusun oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Buku Il MA) sebagai pedoman proses
litigasi di Pengadilan Agama. Kedua regulasi inilah yang menjadi dasar hukum bagi Asas
Keadilan Berimbang dan sekaligus memberikan kekuatan mengikat terhadap asas tersebut
dalam sistem hukum Indonesia

120 jhat Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka 2 huruf e Mahkamah Agung, 2013, Buku |1
Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta

21| ihat Amir Syarifuddin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, hal. 17
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kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan

122 Dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta

keluarga dan masyarakat.
peninggalan/warisan yang diterima oleh ahli waris, pada prinsipnya
bertujuan untuk kelanjutan tanggung jawab masing-masing terhadap
keluarga. Laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu tehadap dirinya dan
keluarganya, sehingga bagian harta warisnya pun akan mengikuti besarnya
tanggung jawab tersebut. ** Sementara secara praktis, asas ini
didefinisikan sebagai asas yang mengatur besar porsi yang diterima ahli
waris yang berhak dengan perbandingan bagian laki-laki adalah 2 (dua)
kali lipat dari bagian perempuan.*?*

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia mengadopsi Asas Keadilan
Berimbang. Asas ini secara konseptual pertama kali diformalkan dalam
Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), khususnya pada Bab
11 Buku Il yang secara keseluruhan mengatur tentang besarnya bagian
yang akan diterima masing-masing ahli waris yang berhak. *® KHI
memang tidak menggunakan terminologi tekstual Asas Keadilan
Berimbang, namun rincian porsi bagian masing-masing ahli waris sudah
menerapkan asas tersebut6. Istilah Asas Keadilan Berimbang secara teknis

baru digunakan dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Peradilan Agama yang disusun oleh Mahkamah Agung (selanjutnya

122 Muhammad Daud Ali, 2011, Hukum Islam : Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal.143.

123 | ihat Syamsulbahri Salihima, 2015, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam
Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, hal. 47

124 ihat Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka 2 huruf e Mahkamah Agung, 2013, Buku Il
Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta

125 secara khusus, hal ini diatur dalam pasal 176 sampai dengan 182 Kompilasi Hukum Islam
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disebut Buku Il MA) sebagai pedoman proses litigasi di Pengadilan
Agama.?® Kedua regulasi inilah yang menjadi dasar hukum bagi Asas
Keadilan Berimbang dan sekaligus memberikan kekuatan mengikat
terhadap asas tersebut dalam sistem hukum Indonesia.*?’

Kedua regulasi tersebut di atas juga mengatur penegakan Asas
Keadilan Berimbang secara yuridis formal dalam proses litigasi di
Pengadilan Agama. Buku Il MA yang merupakan salah satu ketentuan
hukum formil beracara di pengadilan, menetapkan bahwa hukum materiil
yang digunakan dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama
adalah hukum kewarisan KHI dan yurisprudensi yang bersumber dari Al
qur’an, hadis, dan ijtihad.*®Untuk itu maka seluruh proses persidangan
perkara kewarisan dilakukan dengan menegakkan dan
mengimplementasikan asas-asas waris Islam, termasuk di dalamnya Asas
Keadilan Berimbang.?

Hakim harus mempertimbangkan dan menerapkan asas-asas waris

Islam sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan perkara waris,

126 Buku 11 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama merupakan pedoman
teknis proses litigasi dalam lingkup Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung. Pada tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menyusun suatu
pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan secara mantap, jelas, dam tegas.
Untuk itu, Mahkamah Agung kemudian membentuk suatu tim yang disebut sebagai Tim
Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku Ill dan Buku tentang Pengawasan guna menyusun
Pedoman yang dimaksud. Tim kemudian berhasil menyusun Pedoman yang dimaksud.
Khusus terkait dengan pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, pedoman ini lebih
dikenal dengan istilah Buku 11 MA.

127 Haniah Ilhami, Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam
Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, MIMBAR HUKUM Volume 32,
Nomor 2, Juni 2020, hal. 243-259

128 | jhat Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka (1) pada Mahkamah Agung, 2013, Buku I
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta.

129 jhat Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka (2)
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termasuk dalam penyusunan putusan. Sebagai contoh misalnya, ketika ada
1 (satu) sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka hakim
akan menggunakan asas Keadilan Berimbang untuk menyelesaikan
sengketa tersebut saat memutuskan besar bagian pada ahli waris yang
berhak, dengan memberikan bagian ahli waris laki-laki 2 (dua) kali lebih
besar dibandingkan bagian ahli waris perempuan. Inilah kemudian yang
menunjukkan kekuatan mengikat Asas Keadilan Berimbang dalam
pelaksanaan hukum formiil melalui ketentuan beracara di Pengadilan
Agama.
Implementasi Asas Keadilan Berimbang dalam proses litigasi pada
saat yang sama juga terikat dengan regulasi-regulasi lain yang berlaku di
lingkungan peradilan, di antaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Problematika
konflik norma tenttang Kedudukan anak perempuan sebagai penghalang
Hajib Hirman terhadap hak kewarisan saudara .
B. Upaya hakim Peradilan Agama dalam menerapkan cita keadilan dalam
kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara
Pada prinsipnya- hukum diciptakan untuk mencapai tiga hal penting
yaitu cita keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Oleh karenanya, Setiap
keputusan hakim  harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan
serta dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian. Bukan justru

menimbulkan kontroversi bagi masyarakat. Hanya saja, Putusan hakim yang
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mencerminkan cita keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok
ukurnya. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain.

Paling tidak, putusan hakim yang menggambarkan cita keadilan
adalah keputusan yang tidak memihak terhadap salah satu pihak serta
mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Ukurannya adalah terletak pada kesuaian putusan hakim dengan peraturan
yang ada serta kesesuainnya dengan keadilan pihak yang berperkara dan
masyarakat pada umumnya. Jika undang-undang yang dimaksud tidak
mengatur secara jelas, maka hakim dituntut untuk menafsirkan makna
undang-undang- bahkan hakim di tuntut untuk menggali nilai-nilai hukum
tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Menemukan hukum yang berkeadilan bagi perkara yang sedang
diperiksa sebenarnya sulit diimplementasikan. Hanya saja karena para hakim
dianggap tahu semua hukum (ius curianovit), maka Hakim harus mengadili
setiap perkara yang diajukan. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara
dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas. Pada level ini, Hakim-
penegak hukum Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat."*°

Dalam mengadili setiap perkara yang diajukan, pertama-tama yang
harus dilakukan hakim adalah memahami fakta dan peristiwa yang ada dalam
perkara tersebut. Pada level ini, sebelum menjatuhkan putusannya- Majelis

Hakim harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap serta alat-alat

130 | ihat Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.
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bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam kerangka ini,
Majelis Hakim harus mengonstantir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta
tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit.

Setelah Majelis Hakim menemukan fakta secara objektif, maka
Majelis Hakim harus menemukan hukumnya secara tepat dan akurat
mengenai  peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang
dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka
Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-
dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. ™'

Untuk menemukan hukum yang berkeadilan dari perkara yang sedang
diperiksa, Majelis Hakim harus mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-
undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan peNashihat
agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi
hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa
hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan- putusan yang
terdahulu itu. Walaupun demikian, hakim boleh menyimpang dan berbeda
pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai
dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman
sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak
yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku

ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut- pautnya dengan perkara yang

131 ihat Pasal178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg
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sedang diperiksa itu, Hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-
sumber sebagaimana tersebut di atas.

Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka Hakim
harus mencarinya dengan mernpergunakan metode interpretasi dan konstruksi.
Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang dengan
tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan dalam metode konstruksi,
hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih
lanjut teks undang-undang. Dalam konteks ini hakim tidak lagi terikat dan
berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan
hukum sebagai suatu sistem**?

1. Duduk perkara Kewarisan Hijab Hirman

Pada bagian ini hanya di contohkan satu perkara kewarisan
mengenai kedudukan hijab hirman anak perempuan terhadap saudara-
yang ditangani oleh para Hakim di tiga tingkatan dengan Keputusan yang
berbeda yaitu (Pengadilan Agama Tingkat pertama Mataram, Pengadilan
Agama Tingkat banding Mataram dan Pengadilan Agama Tingkat Kasasi).

Upaya penafsiran terhadap kekaburan undang-undang melalui
beragam Upaya telah dilakukan oleh para hakim di tiga tingkatan
Peradilan Agama disaat menangani perkara kewarisan menyangkut status
hajib hirman anak perempuan. Perkara ini terjadi di dusun Malimbu Desa
Pemenang Barat Kecamatan Tanjung. Dimana terdapat 2 saudara (kakak

dan adik) yaitu Amaq Itrawan dan Amag Nawiyah . Kemudian Amaq

132 Achmad Ali, SH., MH, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 ISSN :
2303-3274 hal. 192, 167
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Nawiyah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang anak perempuan
bernama Le Putrahimah binti Amaq Nawiyah, Selain meninggalkan ahli
waris- Amaq Nawiyah juga meninggalkan harta warisan berupa 2 bidang
tanah kebun seluas 6 (enam) hektar. Ketika Amag Nawiah meninggal
dunia, tanah kebun tersebut belum sempat dibagikan ke Le Putrahimah -
tetapi langsung dikuasai dan dikelola oleh Amag Itrawan.

Kemudian- pada tahun 1930 Amaq Itrawan meninggal dunia dan
meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri beserta 3 laki-laki dan 4
perempuan yang masing-masing telah meninggal dunia. Setelah Amaq
Itrawan meninggal dunia, tanah kebun seluas 6 (enam) Ha tersebut
dikuasai oleh isteri dan anak-anak dari Amaq Itrawan, bukan diberikan
kepada Le Putrahimah sebagai ahli waris Amag Nawiyah. Kemudian-
setelah Isteri dan anak-anak Amaq Itrawan meninggal dunia, tanah kebun
tersebut di ambil alih dan dikuasai oleh Le Putrahimah (Tergugat) dan
menguasai tanah kebun warisan ayahnya (Amag Nawiyah),

Cucu-cucu dari Amag Itrawan tidak rela jika tanah kebun tersebut
dikuasai oleh Le Putrahimah. Karena mereka merasa berhak atas sebagian
tanah dan kebun tersebut. Selanjutnya, cucu-cucu dari Amaq Itrawan dan
anak Amaq Itrawan yaitu Nursaid bin Amaq Mu’minah, Muslim bin Inaq
Kadariah, Ma’rif bin Inaq Kadariah, dan Mas’ud bin Amaq Itrawan
mengajukan gugatan tentang pembagian waris ke Pengadilan Agama

Mataram**3

133 | ihat Putusan No. 85/Pdt.G/92/PA.Mtr. hal. 2-4
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Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Mataram)
Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris. Adapun jawaban dari
Tergugat (Le Putrahimah) atas gugatan Penggugat menyatakan bahwa
setelah Amag Nawiyah meninggal dunia, tanah kebun tersebut dikuasai
dan dinikmati oleh Amagq Itrawan dan anak anaknya karena waktu itu Le
Putrahimah belum dewasa. Setelah Le Putrahimah dewasa dan telah
menjadi janda tiga kali, kehidupannya sangat sengsara. Maka Le
Putrahimah mengambil alih tanah kebun tersebut, akan tetapi sebagian
tanah tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat. Sementara, penggugat
sendiri  tidak dapat membuktikan tentang luas objek sengketa yang
disanggah Tergugat. Sedangkan Tergugat (Le Putrahimah) memberikan
bukti-bukti berupa Pipil Garuda atas kepemilikan tanah sengketa tersebut.
Oleh karena ddalam gugatan penggugat berisikan data yang kabur baik
mengenai objek sengketa maupun identitas Penggugat, maka gugatan
anak-anak Amagq Itrawan dan istrinya ditolak oleh Pengadilan Agama
Mataram.'®*

Tidak puas atas putusan PA Mataram, kedua belah pihak
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pada tingkat
banding ini, yang mengajukan memori banding hanya pihak Penggugat,
sedangkan pihak tergugat tidak mengajukan memori banding maupun
kontra memori banding. Di dalam memori banding dari Penggugat asal,

memuat putusan PA Mataram terdapat kelemahan yakni mengandung

134 ihat Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mitr. hal. 3-4



97

makna ganda, yang mana bisa menolak seluruhnya atau menolak sebagian.
Kemudian menganggap bahwa putusan PA Mataram tidak lengkap karena
tidak ditetapkannya ahli waris, status tanah sengketa serta pelaksanaan
pembagiannya. Selain itu alat bukti Pipil Garuda yang diberikan oleh
Tergugat asal adalah bukti yang lemah karena bukan alat bukti otentik dan
bukan alat bukti pemilikan menurut hukum, namun hanyalah mempunyai
nilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti
lainnya.'*®

Pada tingkat banding, PTA Mataram menjatuhkan putusan No.
19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr, dengan membatalkan putusan PA Mataram,
dan mengadili sendiri yaitu menolak eksepsi para Tergugat, mengabulkan
gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, menetapkan ahli waris Amaq
Nawiyah adalah Amaq Itrawan (saudara laki-laki sekandung) dan Le
Putrahimah (anak perempuan), dengan bagian waris % untuk Amaq
Itrawan dan %2 untuk Le Putrahimah.

Selanjutnya Le Putrahimah selaku anak Amag Nawiyah almarhum
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Le Putrahimah sebagai
Pemohon Kasasi memberikan alasan-alasan kasasi bahwa pertimbangan
hukum PTA Mataram mengenai tanah kebun (objek sengketa) merupakan
harta peninggalan Amag Nawiyah yang belum dibagi wariskan kepada ahli
warisnya adalah pertimbangan yang kabur, karena tanah kebun tersebut

terbukti telah terdaftar sebagai tanah milik Le Putrahimah sejak tahun

135 | ihat Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mitr. hal. 3-4
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1957. Alasan kasasi berikutnya bahwa tanah kebun (objek sengketa)
adalah syarikat antara ahli waris hal tersebut tidak didukung bukti-bukti
yang kuat. Alasan kasasi terakhir bahwa PTA Mataram telah salah
menerapkan hukum karena telah mendudukan Amaq Itrawan sebagai
Ashabah, Le Putrahimah selaku anak Amagq Nawiyah tidak dapat
disejajarkan  kedudukannya dengan pamannya dalam pembagian
warisan. %

Permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi (Le Putrahimah)
dikabulkan oleh MA dan sekaligus membatalkan putusan PTA Mataram.
Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara di atas dengan menguatkan
putusan PA Mataram yaitu memberikan harta waris kepada anak
perempuan Amag Nawiyah yaitu Le Putrinah, sehingga Le Putrinah
sebagai ahli waris anak perempuan di putus bisa menghijab kedudukan
saudara dari ibunya.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung menetapkan bahwa
anak perempuan dapat menghalangi saudara laki-laki. Akibatnya saudara
laki-laki ~ tidak memperoleh bagian harta waris. Selagi pewaris
meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris
dari hubungan darah dengan pewaris itu terhijab, kecuali orang tua dan

pasangan (istri atau suami).

136 | ihat Putusan MA No. 86K/AG/1994. hal. 14-15
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2. Upaya Penerapan cita keadilan para Hakim PA mengenai kedudukan
anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara.

Pada prinsipnya- tujuan di rumuskannya hukum adalah untuk
mencapai tiga hal penting yaitu cita keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Oleh karenanya, Setiap keputusan hakim harus mewakili suara hati
masyarakat pencari keadilan serta dapat memberikan kemanfaatan dan
kepastian. Bukan justru malahirkan kontroversi bagi masyarakat. Hanya
saja, Putusan hakim yang mencerminkan cita keadilan memang tidak
mudah karena rasa adil bagi satu pihak- belum tentu adil bagi pihak yang
lain.

Oleh karena para hakim dianggap tahu semua hukum (ius
curianovit), maka Hakim harus mengadili setiap perkara yang diajukan.
Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada
atau belum jelas. Pada level ini, Hakim- Hakim wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.**’ Paling tidak,
tolak ukur putusan hakim yang menggambarkan cita keadilan adalah
keputusan yang tidak memihak terhadap salah satu pihak serta mengakui
adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ukurannya
adalah terletak pada kesesuaian putusan hakim dengan peraturan yang
berlaku serta kesesuaiannya dengan keadilan pihak yang berperkara. Jika

undang-undang tidak mengatur secara jelas, maka hakim harus

Y7 Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.
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menafsirkan makna undang-undang- bahkan hakim di tuntut untuk
menggali nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Langkah penemuan cita keadilan dalam keputusan tersebut
sebenarnya harus dilakukan sejak mengadili perkara yang diajukan. Pada
level ini, sebelum menjatuhkan putusannya- Majelis Hakim harus
memahami dan menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap serta alat-
alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam
kerangka ini, Majelis Hakim harus mengkonstantir dan mengkualifisir
peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang
konkrit.

Setelah Majelis Hakim menemukan fakta secara objektif, maka
Majelis Hakim harus menemukan hukumnya secara tepat dan akurat
mengenai  peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang
dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka
Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi
dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang
berperkara**®

Untuk menemukan hukum yang berkeadilan dari perkara yang
sedang diperiksa, Majelis Hakim harus mencarinya dalam: (1) kitab-kitab
perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan
penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi

Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan

¥ lihat Pasal178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg
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catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-
putusan yang terdahulu itu. Hakim dapat berpedoman sepanjang putusan
tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,
sebaliknya, Hakim boleh menyimpang jika ia yakin adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan hukum kontemporer. (4) tulisan-
tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain
yang ada sangkut- pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu,
Hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana
tersebut di atas.

Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka
Hakim harus mencarinya dengan mernpergunakan metode interpretasi dan
konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-
undang dengan tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan dalam
metode konstruksi, hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk
mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Dalam konteks ini-
hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan
syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem**’

Pada prinsipnya para Hakim di lingkungan peradilan Agama telah
melakukan upaya untuk meng-implementasikan cita keadilan dalam
perkara kewarisan Hajib Hirman bagi anak perempuan. Tujuannya- tentu
bukan hanya untuk menentukan makna “anak” yang tepat dalam norma

dalam KHI yang kabur, tetapi juga untuk menerapkan keadilan yang tepat

139 Achmad Ali, SH., MH, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 ISSN :
2303-3274 . hal. 192, 167).
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dalam sebuah keputusan. Upaya tersebut anatara lain dilakukan dengan
cara mencari penjelasan makna Walad dari sumber-sumber hukum Islam
(fatwa Ulama madzhab), menyesuikan dengan tradisi waris yang berlaku
pada masyarakat muslim Indonesia serta mengkorelasikannya dengan

fakta yang terjadi dalam perkara.**

Karena adanya perbedaan penggunaan
dalam penggunaan upaya tersebut, maka putusan hakim pada tingkat
pertama dibatalkan oleh hakim pada tingkat banding. Begitu juga
keputusan tingkat banding dibatalkan oleh Hakim di tingkat kasasi.
Adapun Keputusan Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang
menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)
Keputusan Hakim di lingkungan Peradilan Agama Tingkat pertama, terdiri
dari putusan Hakim PA Lombok Nomor: 296/Pdt.G/2020/ PA.GM,
Pengadilan Agama Banjarbaru No. 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb- yang tidak
menjadikan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan bagi
saudara pewaris serta putusan No. 40/Pdt P/2017/Mdn yang
menjadikan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan bagi
saudara pewaris. 2) Keputusan Hakim di lingkungan Peradilan Agama
Tingkat Banding- terdiri dari putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr
(PTA Mataram) yang tidak menjadikan anak perempuan sebagai
penghalang kewarisan bagi saudara pewaris . 3) Keputusan Hakim di
lingkungan Peradilan Agama Tingkat Kasasi- terdiri dari putusan

Mahkamah Agung RI No. 84K/AG/1994 (yang menjadikan anak

140 Shobirin, Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara
kewarisan Islam di Indonesia Pada Tahun 1995-2014, hal. 156
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Perempuan sebagai penghijab) dan No. 241K/AG/2002. mengenai
kewarisan anak perempuan yang menghijab hirman saudara.

Adapun perbedaan upaya yang dilakukan oleh para hakim di
Peradilan Agama dalam tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Melakukan Penafsiran melalui metode yang berbeda

Terjadinya perbedaan putusan hakim di Peradilan Agama ini
salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan metode penafsiran
dalam memahami makna anak” dalam pasal 181 dan 182 KHI. Pada
satu  sisi, Pengadilan  Tinggi Agama Mataram  No.
19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr (PTA Mataram) dan putusan Pengadilan
Agama Banjarbaru No. 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb., menggunakan
metode penafsiran Gramatikal dalam menafsirkan makna “anak” pada
pasal 181 dan 182 KHI. Dimana hakim PA Mataram memberikan
makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk
diterapkan terhadap teks kata walad pasal 181 dan 182 yang kabur atau
kurang jelas artinya. Hal in terlihat dari pertimbangan hukumnya
yang memhami makna walad dengan cara bertolak dari makna
menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang
lazim atau dianggap sudah baku.

Sebagai dampak dari penggunaan metode ini, maka Hakim PA
dan PTA menafsirkan kata “anak: dalam pada pasal 181 dan 182 KHI
- dengan anak laki laki- tidak termasuk anak perempuan. Pemaknaan

secara gramatikal ini menurut hakim PTA harus didahulukan dari
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metode penafiran yang lain karena metode ini dapat mengarahkan
hakim pada penemuan makna yang hakiki yaitu makna yang
digunakan dalam bahasa umum sehari-hari. Konsekwensinya posisi
anak perempuan menurut hakim PTA tidak bisa menghijab saudara
laki-laki pewaris. Sebaliknya, kedua ahli waris- bisa mendapatkan
bagian harta warisan secara bersama-sama- dimana anak perempuan
mendapatkan warisan sebagai ashabah.

Pemilihan metode penafsiran ini menurut Hakim PTA juga
dipandang lebih sesuai dengan asas keadilan berimbang yang
memang harus dijadikan pedoman oleh para hakim dalam setiap
memutus perkara kewarisan Islam. Asas ini mengharuskan hakim
untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan
kewajiban yang harus di laksanakan oleh laki laki dan perempuan.'**
Asas ini mempunyai kekuatan mengikat- bukan hanya karena
diimplentasikan dalam pasal pasal kewarisan dalam KHI, tetapi juga
karena telah diatur dalam SEMA sebagai pedoman proses ligitasi di
PA. Hakim PTA memandang bahwa penerapan asas ini tidak
bertentangan dengan asas non diskrimiNashi yang diatur dalam
PERMA No0.3/2017. karena pedoman ini hanya mengikat hakim

dalam menyelenggarakan acara persidangan dan Ruang lingkupnya

141 Amir Syarifuddin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, hal. 17.
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hanya terbatas dalam lapangan hukum acara dan tidak mengatur
hukum materiil yang telah ada.**

Konsistensi penerapan asas ini menurut Hakim PTA menjadi
penting untuk keberlanjutan ahli waris terhadap keluarganya masing
masing."** Oleh karena implimentasi asas ini merujuk pada pembagain
1 banding 2 antara laki laki dan perempuan, maka posisi paman dalam
kasus ini tetap harus mendapatkan bagian warisan dan berbagi harta
warisan dengan anak perempuan si mayyit.

Bukan hanya itu, pilihan penerapan penafsiran gramatikal ini
juga dipandang lebih Pararlel dengan metode tafsir yang di gunakan
jumhur saat menafsirkan kata al-walad dalam surat Annisa; ayat 17.
Dalam konteks ini jumhur menggunakan pendekatan analisis
kebahasaan (dilalah Nashshiyah) yang juga diperkuat dengan beberapa
hadist- jumhur berpandangan bahwa bahwa jika seseorang yang
meninggal itu mempunyai anak (walad), maka saudara dari si pewaris
itu menjadi terhalang- mendapat bagian dari harta warisan. **

Berbeda halnya dengan Para Hakim MA vyang
mengenyampingkan pendekatan gramatikal. Hal ini terlihat jelas dari
pertimbangan hukumnya yang menafsirkan makna walad yang tidak

bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari karena
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Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, MIMBAR HUKUM Volume 32,
Nomor 2, Juni 2020, hal. 243-259

143 | ihat Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka 2 huruf e Mahkamah Agung, 2013, Buku Il
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta

' Lihat Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr. hal. 3-4
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dianggap tidak lagi mengakomodir nilai keadilan kewarisan. Hal ini
terimplentasikan dalam Keputusan Hakim Tingkat Kasasi yaitu
Keputusan putusan Mahkamah Agung RI No. 84K/AG/1994 (yang
kemudian menjadikan anak Perempuan sebagai penghijab)

Sebagai gantinya- Para Hakim MA menerapkan pendekatan
Historis'* dan sosiologis '*® dalam menafsirkan kata “anak” dalam
pasal 181 dan 181 KHI. Hal ini terlihat jelas dari dasar pertimbangan
hukumnya yang nerujuk pada 1) pandangan Ibnu Abbas yang lebih
mempertimbangkan makna historis ayat ketimbang bunti teks ayat. 2)
pertimbangan hukum yang merujuk pada realitas kewarisan bilateral
yang dianggap berkembang pada masa sekarang. **’

Penggunaan kedua pendekatan ini menurut mereka dipandang
lebih cocok karena dapat mengakomodir cita keadilan kewarisan
masyarakat muslim Indonesia saat ini. Secara sosiologis, masyarakat

muslim Indonesia menganut sistem kewarisan bilateral. Dimana anak

145 pendekatan Historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah dibentuknya
peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara
penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah
hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wetshistorisch) adalah mencari maksud
dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika
undang- undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang- undang yang
menentukan. Sementara Interpretasi menurut sejarah hukum (rechtshistorisch) adalah metode
interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Jika
kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang- undangan,
tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya Undang- undang itu saja, melainkan juga harus
diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya

148 Sementara pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menerapkan makna undang-
undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakirn menafsirkan undang-undang
sesuai dengan tujuan si-pembentuk undang-undang. Jadi, titik tekannya adalah pada tujuan
undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Pendekatan ini megharuskan
Hakim agar menyeseuaikan Peraturan perundang-undangan yang telah usang dengan kondisi
dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.

¥ Lihat Putusan MA No. 86K/AG/1994. hal. 14-15
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laki-laki maupun perempuan merupakan kelompok keutamaan pertama
yang dapat menghijab kelompok keutamaan kedua, yaitu saudara.*®

Langkah hakim MA ini - ternyata menuai banyak Kkritikan,
bahkan dianggap liberal. Disamping karena alasan berbeda dengan
pandangan jumhur ulama, putusan Hakim MA juga dipandang
menyalahi asas kewarisan berimbang yang dianut dalam hukum positif.
Sebaliknya, para Hakim MA menganggap langkah ini Justru lebih
sesuai dengan amanat Undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor
48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1)- yang menyatakan bahwa: Hakim
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.'* Para Hakim MA menolak
untuk menerapkan azaz keadilan berimbang - karena asas ini hanya
bisa diterapkan pada kewarisan yang telah ditetapkan secara jelas
dalam undang undang. Sementara, untuk bagian kewarisan yang
membutuhkan penafsiran, maka indikator keadilannya harus mengacu
pada sistem kewarisan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan Hakim MA, upaya ini bukan tampa dasar.
Karena terdapat sejumlah ulama yang dimotori oleh Ibnu Abbas yang
menafsirkan kata walad pada surat An-Nisa’ ayat 176 dengan anak
laki-laki dan anak perempuan. Walaupun pandangan Ibnu Abbas

termasuk pandangan minoritas yang dipandangan lemah, namun masuk

Y Edi Riadi, Dinamika Putusan Mabkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata 1slam.h.237
lihat juga Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Jakarta: Tintamas,
1981), h.37

' Putusan MA No. 86K/AG/1994. hal. 14-15
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dalam katagori pandangan syaz yang dilarang untuk di rujuk.
Pandangan ulama yang lemah- justru akan menjadi pendangan fakta,
bukti dan dipersidangan serta keadilan yang berkembang dalam
masyarakat. Landasan inilah yang dijadikan basis oleh MA untuk
memutuskan bahwa si termohon Kasasi (pamannya) menjadi terhijab
untuk mendapat warisan oleh si Pemohon Kasasi (anak perempuan).*°

Implikasi dari penerapan pendekatan ini, para Hakim
Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak perempuan dapat
menghalangi  kewarisan saudara laki-laki . Selagi pewaris
meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris
dari hubungan darah dengan pewaris- menurut Mahkamah Agung

menjadi terhijab, kecuali orang tua dan pasangan (istri atau suami).

4. Menyesuaikan nilai keadilan kewarisan dengan fakta di persidangan

Salah satu indikator putusam Hakim yang mengakomudir cita
keadilan adalah kesesuainnya dengan substansi fakta dipersidangan. Dalam
penanganan kasus ini, Para hakim dikedua tingkatan Peradilan Agama
sesungguhnya telah menemukan fakta dipersidangan. Hanya saja, karena
keduanya berbeda dalam memandang fakta di persidangan, maka penerapan
cita keadilan menjadi berbeda.

Pada satu sisi, para Hakim Mahkamah Agung memandang bahwa
Putusan yang memposisikan anak perempuan bisa menghijab paman lebih
sesuai dengan fakta di persidangan. karena dalam pada perkara ini- setelah si

pewaris meninggal dunia, harta warisan yang menjadi objek perkara di

150 | jhat Putusan MA No. 86K/AG/1994. hal. 14-15
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nikmati dan dikuasai oleh Amaq Itrawan dan anak anak nya hingga berpuluh
puluh tahun. Sedang Le Putrahimah (anak Perempuan si mayyit) hidup dalam
keadaan sengsara sampai tiga kali menjanda. Selama itu Le Putrahimah
belum pernah menikamati harta warisan dari ayahnya (si pewaris). Setelah ia
dewasa terpaksa menjalani hidup yang sulit. **

Melalui persepktif ini. Hakim MA merasa lebih adil jika seluruh harta
warisan diberikan kepada Le Putrahimah (anak Perempuan Pewaris).
Kalaupun bagian 1/2 harta warisan yang dituntut oleh cucu dari Amrag
Itrawan harus diberikan, hakikatnya 1/2 harta warisan tersebut sudah di
berikan kepada mereka berupa hasil kebun selama puluhan tahun. Tidak adil
jika mereka sekarang mendapatkan 1/2 bagian warisan lagi karena dulunya
mereka telah menikmati sepenuhnya hasil tanah kebun (harta Warisan) dalam
waktu yang begitu lama.

5. Mempertimbangkan makna substansi undang undang dan Nashh

Tidak hanya itu, bentuk penafsiran ini dipandang sesuai dengan
makna substansi undang-undang- terutama jika dilihat dari sisi kebutuhan
anak laki laki dan perempuan. Dimana kebutuhan anak perempuan dalam
masyarakat muslim Indonesia saat ini lebih cenderung sama. Begitu juga
dalam hal peran kontribusi masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan
dalam merawat pewaris selama sakit. Kultur masyarakat muslim Indonesia
pada saat ini tidak lagi membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan

anak perempuan. Tidak hanya itu, secara faktual hubungan anak perempuan

11| ihat Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr. hal. 3-4
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terhadap orang tua lebih dekat dari pada saudara. Dengan mendapatkan harta
yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian paman (saudara orang tua)
diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati orang tuanya
akan lebih terjamin.

Paralel dengan pandangan MA yang menerapkan asas bilateral-
keputusan MA ini juga dipandang sinergis dengan masyarakat modern
Indonesia yang cenderung menempatkan model “keluarga inti”, yaitu: “bapak,
ibu dan anak” tanpa sanak saudara. ™’ keluarga inti merupakan bentuk
susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial bukan hanya
masyarakat muslim Indonesia, tetapi juga masyarakat muslim pada umunya”.
Dalam struktur keluarga inti, saudara kandung Pewaris tidak memiliki
tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai
tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing. Akibat dari
penggunaan pendekatan ini, putusan MA menjadi berbeda dengan pandangan
Para Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menentukan bagian ahli waris
secara al-furud al-mugaddara,

Dengan demikian, upaya MA dalam mengimplemtasikan cita
keadilan merupakan langkah maju- karena Hakim MA berani berbeda
dengan pandangan umum yang di anut oleh mayoritas. Bahkan mereka
berbeda dengan asas keadilan berimbang yang sesungguhnya dipegang teguh

oleh para Hakim PA. Dalam konteks pembaharuan Hukum Kewarsisan Islam ,

132 Tahir Azhari, “Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern
Indonesia”, dalam Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV 1993, hal. 24.
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upaya kontekstualisasi para MA merupakan langkah pembaharuan yang
bertipekan extra ordinary reform yang beraliran utilitianisme.

Upaya kontekstualisasi norma kewarisan semacam ini- mendapatkan
pembenaran oleh dari banyak peneliti ketika dirujukkan pada sejarah
diturunkannya al-Qur’an. Karena dalam masyarakat pada waktu al-Qur’an
diturunkan, “tanggung jawab memberi nafkah” ditanggung oleh pihak laki-
laki, baik terhadap saudara perempuannya maupun terhadap anak istrinya.
Wajar jika kemudian pembagian anak laki-laki lebih banyak dari pembagian
anak perempuan. Dalam pandangan Hakim MA- ketentuan seperti itu tentu
sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan terhadap masyarakat muslim
Indonesia di mana soal “tanggung jawab memberi naftkah” tidak hanya
dipikul oleh pihak laki-laki. Pada ranah ini dimensi cita keadilan harus
kontektualisasikan. Bahkan menurut sebuah riwayat , ayat ini turun dalam
kerangka membatalkan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan bagian
kepada ahli waris wanita seperti istri dan anak wanita, bahkan juga kepada
anak laki-laki jika masih kecil™ Dalam masyarakat modern yang cenderung
memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita (struktur
masyarakat bilateral), maka wajar kalau hak dan kewajiban menjadi seimbang
termasuk hak dalam warisan. Melalui persepektif ini keputusan Hakim MA
sesungguhnya tidak mengenyampingkan kesharihan al-Qur’an yang
menyatakan “wain kanat wahidatan falaha al-nishfu”, tetapi MA lebih

mementingkan aspek substansinya yaitu nilai keadilan yang justru terletak

153

A. Khisni, Hukum Waris Islam, Cet. 1, Unissula Press, Semarang, 2011, hal. 73
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pada aspek sunstansinya. Karena Hakim MA menggunakan struktur keluarga
muslim sebagai landasan dalam menafsirkan ketentuan al-Qur’an- yang
dalam konteks penafsiran hukum Hakim dapat dibenarkan,

Walaupun demikian, fakra tentang adanya kerjasama dalam mencari
nafkah antara suami-istri tidak berarti telah mengubah posisi laki-laki sebagai
kepala keluarga yang bertanggung jawab. Jika hendak menghindarkan
kesenjangan yang dikhawatirkan itu, maka jalan keluarnya bukan dengan
mengabaikan ketentuan-ketentuan al Qur’an tentang tanggung jawab laki laki,
tetapi dengan cara tetap memperlakukan hukum nafagat (hukum yang
mengatur hal ihwal nafkah). Apabila ada yang mengabaikan kewajibannya,
maka pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut haknya di pengadilan.
Pihak yang mengabaikan kewajibannya patut mendapat hukuman. Pada level
ini, MA tampak lebih mempertimbangkan “ruh syari’at” atau “pesan moral”
berupa nilai keadilan kewarisan, meskipun akan berakibat terabaikannya
ketentuan-ketentuan dalam bunyi teks ayat-ayat al-Qur’an.™*

Dari kasus di atas, dapat dinyatakan bahwa para Hakim MA telah
memerankan posisinya sebagai “institusi hukum” dan sebaggai “institusi

sosial” sekaligus. **°

Sebagai “institusi sosial”, para Hakim MA telah
memerankan posisinya dalam mengakomodir perkembangan keadilan. Peran
ini menjadi penting dilakukan oleh hakim, karena titik tekan hukum waris

pada tingkat penerapan di pengadilan adalah hukum kasus. Dalam realitasnya,

154
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A. Khisni, Hukum Waris Islam, Cet. 1, Unissula Press, Semarang, 2011, hal. 73
Satjipto Rahardjo, “Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga”, dalam Mimbar
Hukum No. 10 Thn. 1V 1993, hal. 23
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kasus hukum berbeda-beda dengan nuansa yang beragam, maka wajar jika
putusan Hakim pun menjadi berbeda pula (teori illat hukum, teori
rasionalitas). Dengan kata lain, bahwa hukum kewarisan yang dipandang
gath’i atau ta’abbudi pada tingkat pelaksanaan (tatbiq) bisa dhanny atau
ma’qulat al-ma’na untuk mewujudkan keadikan sebagaimana yang
dikehendaki oleh Al-Syari’.

Pada level ini para Hakim MA menganggap bahwa pembagian hukum
kewarisan anak perempuan dan saudara merupakan Hukum-hukum yang
bersifat teknis itu bersifat temporer, karena pembentukannya berdasarkan
pertimbangan adat-istiadat atau budaya Arab pada waktu ayat diturunkan.
Kalau dikaitkan dengan penerapan pada Kketentuan-ketentuan kadar
pembagian harta warisan dalam al-Qur’an, maka ketentuan anak laki-laki
(umpamanya) berhak mendapat dua kali pembagian anak wanita hanya
relevan dengan masyarakat yang kulturnya dengan kultur masyarakat masa
ayat diturunkan.*>®

Upaya Hakim MA ini merupakan terobosan berani karena terkesan
bertentangan dengan teks al-Qur’an, as-Sunnah, bahkan juga dengan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menerapkan “magashid al-syari’ah”
melalui metode “istihsan” dan “maslahat”.  peran Hakim MA untuk
mengembangkan makna teks (tahrij al-ahkam ‘ala Nashh al-gqanun) pasal 181
dan 182 KHI adalah dalam kerangka untuk merealisasikan: keadilan (aspek

filosofis) dan kemanfaatan (aspek sosiologis). Pada level ini, para hakim MA

156
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telah memainkan peranannya melalui ijtihad untuk pengembangan hukum
materiil Peradilan Agama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
khususnya buku Il tentang Hukum Kewarisan.

Dalam kontek ijtihad hukum Islam, upaya para hakim MA dalam
merealisasikan cita keadilan kewarisan dalam kasus ini dilakukan melalui
(dua) corak penalaran yaitu corak penalaran ta’lili dengan bentuk istihsan
dan corak penalaran ta’lili dalam bentuk istislahi. Pada level ini, para Hakim
Mahkamah Agung memandang bahawa Agama mempunyai nilai keadilan
(aspek filosofis) dan nilai manfaat (aspek sosiologis). Pada ranah penemuan
hukum- pertimbangan aspek ini mutlak diperlukan. Karena secara empirik-
hukum bukan merupakan hal yang statis, tetapi selalu mengikuti perubahan
masyarakat. Oleh sebab itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Seyogyanya hakim tidak menjatuhkkan
putusan-putusan yang tidak membumi, dengan kata lain tidak bermanfaat
bagi masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan
“Institusi yang dinamis”, sebagai institusi yang menata kembali masyarakat,
menginterpretasikan teks-teks undang-undang (Kompilasi Hukum Islam)
dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.

Mengacu pada alasan ini, upaya Hakim MA tampak lebih berpihak
pada cita keadilan (moral justice) dan mengenyampingkan azaz keadilan
berimbang yang kemudian berimplikasi pada dipilihnya pandangan

terhijabnya saudara pewaris. Upaya ini dilakukan, karena hakim MA
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berkeyakinan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan
hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) sebagai pencerminan
dari nilai-nilai yang berlaku (social justice).™’ Dengan demikian, upaya
penerapan cita keadilan oleh para hakim MA diatas tampak mempunyai
orientasi dan perspektif keadilan yang lebih luas- sehinga berpotensi lebih
efektif. Sebuah Pencarian keadilan yang bukan hanya diorinentasikan para
pihak yang berperkara, tetapi juga oleh masyarakat muslim Indonesia.

Tidak hanya itu, putusan Hakim MA yang mengacu pada pendapatnya
Ibnu Abbas tersebut membuktikan bahwa hukum klasik dapat menjadi
patokan untuk masa kini asalkan sesuai dengan kemashlahatan dan kondisi
terkini. Pilihan ini dipandang lebih baik karena lebih mendekati prinsip
keadilan dimana jaman sekarang memang saudara kandung Pewaris tidak
memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia
mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing.
Dan merujuk dari tujuan hukum Islam yang bersifat umum yaitu; zlbadl e
pdie ala Mladll 28y (langkah meniadakan kemadharatan harus didahulukan dari
pada mengupayakan kemaslahatan umum).

Pada level ini, para Hakim MA memandang bahwa hukum kewarisan
Hijab hirman- bersifat teknis yang temporer, karena pembentukannya
berdasarkan pertimbangan adat-istiadat atau budaya Arab pada waktu ayat
diturunkan. Jika ketentuan dalam ayat-ayat itu memang perlu dianggap

sebagai hukum yang dapat ditelusuri alasannya (illat), maka apa yang
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dianggap sebagai illat hukum itu yaitu: “tanggung jawab laki-laki untuk
menjamin nafkah” saudara-saudara perempuannya yang sedang dalam
kesulitan dan nafkah anak dan istrinya, adalah juga aja ran Allah yang harus
ditaati dan dilestarikan.

Dengan demikian waris itu dapat berubah, karena pengaruh kehidupan
masyarakat muslim atau karena perubahan struktur sosial. Ternyata memang
demikian, bahwa hukum waris itu, sekurang-kurangnya dalam
pelaksanaannya bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial, tetapi
sebab yang lebih kecil yaitu: “struktur keluarga”- sebagaimana yang terjadi
pada kasusu ini. Dengan demikian, aturan hukum yang sudah sharih dalam al-
Qur’an mengenai waris itu- terkadang tidak sepenuhnya dapat diterapkan dan
kemudian harus dimodifikasi dengan ijtihad, karena adanya hukum lain yang
juga datang dari Allah, yaitu: “kenyataan struktur keluarga”.

C. Analisis Cara Pembagian Waris Anak Perempuan Dan Cara
Pembagiannya Menurut Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Dalam Hukum Waris Islam diatur ketentuan bagian anak perempuan
sebagai berikut:
Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam terbagi menjadi 3 bagian
yang akan didapat mengenai besar bagian yang akan didapatnya yaitu:
1. Mendapat ¥ (Setengah) Apabila Hanya Seorang.
2. Mendapat 2/3 (Dua Pertiga) Apabila Dua Orang Atau Lebih Dan

3. Mendapat Ashabah Apabila Bersama-Sama Dengan Anak Laki-Laki.
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1. Anak perempuan mendapat ¥ jika tidak ada anak yang lain (tunggal).
Bagian ini dijelaskan dengan tegas melalui ayat surat an-Nisa ayat 11
artinya: “jika anakmu hanya seorang anak perempuan saja, maka
bagiannya setengah dari harta peninggalanmu.”

Maksud dari ayat di atas seseorang meninggal dunia dengan
meninggalkan seorang anak perempuan saja, maka bagiannya adalah %2
dari harta peninggalan. Cara pembagiannya adalah; anak perempuan
mendapat % dari bagiannya sebagao dzu al faraidl kemudian sisanya %2
dikembalikan kepadanya sebagai radd. Dengan kata lain anak perempuan
tunggal mendapatkan seluruh harta peninggalan melalui dua jalan.

2. Anak Perempuan Mendapat Bagian 2/3 Jika Anak Perempuan Tersebut
Berjumlah Dua Orang Atau Lebih Tanpa Didampingi Anak Laki-Laki.

Artinya: “jika anak-anak itu hanya perempuan saja, dua orang atau
lebih, maka baginya duapertiga dari harta peninggalanmu.”

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang
anak perempuan sebagai contoh anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Maka anak
perempuan tersebut mendapat duapertiga dengan perbandingan masing-masing
1:1

Perinciannya:

Anak A: ¥4 X 2/3 = 2/12
Anak B: ¥4 X 2/3 = 2/12
Anak C: ¥ X 2/3 = 2/12

Anak D: ¥ X 2/3 = 2/12
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Jumlah: 2/12 X 4 = 8/12 = 2/3
Sisa 1-(2/12 X 4) = 4/12 = 1/3 diraddkan kepada A, B, C dan D.

3. Ashabah, yaitu mewarisi harta peninggalan bersama-sama dengan anak
laki-laki (Saudara laki-laki anak perempuan) dua orang atau lebih. Dalam
pandangan Hazairin anak perempuan yang mewarisi bersama anak laki-
laki, kedudukan anak perempuan sebagai dzul al-garabat dengan
perbandingan laki-laki 2 dan perempuan 1. Firman Allah dalam surat an-
Nisa ayat 11

Yang artinya: “bagi anak laki-laki dua kali lipat bagian anak
perempuan.”Sebagai contoh dari surat diatas yaitu: Jika seseorang
meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan menghabiskan
harta sebagai ashabah, ia mendapat harta warisan karena digandeng oleh
anak laki-laki (ashabah bi al ghairi) perinciannya adalah:

Anak laki-laki = 2/3 X harta peninggalan

Anak perempuan = 1/3 X harta peninggalan (Ashabah bi al-ghairi)

Jumlah: Anak laki-laki + Anak Perempuan = 2/3 + 1/3 = 1 (seluruh
harta)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur Pembagian Waris
Anak Perempuan dalam Pasal 852 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yaitu “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan
dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek,

nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke
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atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada
perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.”

Pasal 852 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “mereka
mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala” maksud
dari ayat ini adalah seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama
besarnya. Di dalam sistem waris Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada
yang disebut sebagai bagian mutlak™ atau legitimei portie. Pewaris boleh
saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang,
namun demikian pemberian tersebut tidak boleh, Melanggar hak mutlak
(yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undang-undang tersebut.
Prinsip legitimize portie menentukanbahwa ahli waris baik anak laki-laki
ataupun anak perempuan memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang

tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab sebelumnya tardapat

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Asas Keadilan Berimbang dalam sistem kewarisan KHI yang harus
diberlakukan pada seluruh norma kewarisan dalam KHI. Laki-laki dan
perempuan akan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang
dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan
masyarakat. Laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu tehadap dirinya
dan keluarganya, sehingga bagian harta warisnya pun akan mengikuti
besarnya tanggung jawab tersebut. Pandangan ini di motori oleh tokoh
tradisionalis sebagaimana terakomudir dalam Keputusan MUI

Upaya Para hakim PA dalam menerapkan Cita keadilan pada kasus
kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara si
mayyit Hal ini terimplentasikan dalam Keputusan Hakim Tingkat Kasasi
yaitu Keputusan putusan Mahkamah Agung RI No. 84K/AG/1994 (yang
menjadikan anak Perempuan sebagai penghijab). Penggunan metode dan
pendekatan yang variatif ini- telah berimplikasi pada kualitas penerapan
cita keadilan dalam masing masing putusan Hakim di PA. Adapun
putusan yang dianggap lebih mengakomudir cita keadialan adalah
keputusan MA yang memutuskan anak perempuan bisa menghijab

kewarisan sauadara. Hal demikian karena keputusan MA dianggap lebih
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sesuai fakta dan sesaui dengan sistem dan tradisi kewarisan bilateral yang
hidup pada masyarakat muslim Indonesia. Upaya ini merupakan
terobosan baru dalam menngaktualisikan cita keadilan dalam sebuah
putusan. Salah satunya karena berbeda dengan pandangan umum dalam
fikih madzhab dan pandangan umum ulama Indonesia. Walaupun
demikian, secara umum hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
keputusan MA ini tidak keluar dari ketentuan hukum materil yang
berlaku yaitu Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.
B. Saran
Mengacu pada kesimpulan peneltian diatas, maka peneliti
merekomendasikan :

1. Kepada para pembuat Undang Undang kewarisan di Indonesia agar selalu
mempertimbangkan substansi norma hukum Islam yang dikandung dalam
Nashh serta mensinergiskan dengan kondisi kewarisan muslim Indonesia
terkini. Begitu juga dalam hal pembuatan undang undang kewarisan Islam
agar menggunakan terninologi yang jelas. Tujuannya agar implentasi cita
Keadilan menjadi maksimal.

2. Kepada Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama agar dalam
memutuskan Perkara kewarisan yang multitafsir untuk selalu
mensinergiskan antara ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang ,
Nashh dengan kearifan lokal dan living law kewarisan yang hidup dengan
tetap memperhatikan ketegasan Nashh. Dan tetntu harus melihat fakta

dipersidangan sesuai dengan bukti yang meyakinkan Tujuannya agar
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keadilan kewarisan benar benar bisa terimplementasikan secara obyektif

sesuai dengan substansi Nashh dan keadilan realitas
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Permohonan 1zin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Perpustakaaan Pascsarjana UIN KHAS Jember
Di-

Tempat
Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang
Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut
ni:

Nama : Mukhlisin Noor

NIM : 223206050028

Program Studi  : Hukum Keluarga

Jenjang 1 S2

Judul - Penerapan Cita Keadilan Dalam Kedudukan Anak Perempuan

Sebagai Penghalang Kewarisan Saudara Di Peradilan Agama

Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.

Pembimbing 2 : Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H.1

Waktu Penelitian: 3 bulan ( terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat in1)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

beg, 17 Oktober 2023
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SURAT KETERANGAN
NOMOR : 3.030/Un.22/U).1/03/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan balwa :

Nama : MUKHLISIN NOOR
NIM : 223206050028
Program Studi  : Hukum Keluarga
Jenjang : 82

-
tclah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka
penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul “Penerapan Cita Keadilan
Dalam Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghalang Kewarisan Saudara Di

Peradilan Agama™.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Jember, 26 Maret 2024
Kepala Perpustakaan,

'd Dokumen Inl telah citanda langani secara elekironik.
. Token : WxHz0E
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SURAT KETERANGAN
Nomor:B-PPS/1465/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah
dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama : | Mukhlisin Noor

NIM 11 223206050028

Prodi : | Hukum Keluarga

Jenjang : | Magister (S2)
dengan hasil sebagai berikut:

BAB ORIGINAL MINIMAL ORIGINAL

Bab I (Pendahuluan) 21 % 30 %
Bab II (Kajian Pustaka) 26 % 30 %
Bab III (Metode Penelitian) 20 % 30 %
Bab IV (Paparan Data) 15 % 15 %
Bab V (Kajian dan Saran) 8 % 10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu
syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 29 Mei 2024

SADr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin
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